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ABSTRAK 
 
YUNANDA PAHLAWATI WHIENTARI. E0015439. 2019. 
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI 
PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI OLEH PT ADI NUGROHO 
KONSTRUKSINDO. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 
 Penelitian hukum berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo” 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif dan kepatuhan hukum 
PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan kewajiban 
jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi dan kepatuhan hukum. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiris atau non-doktrinal, dan 
bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber 
bahan hukum yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang relevan 
dengan penelitian hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis 
interaktif dengan pola berfikir induktif. 
Hasil penelitian terhadap perspektif PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam 
melaksanakan ketentuan kewajiban melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi yaitu dilandasi atas dasar syarat lelang proyek 
dan adanya akibat atau sanksi hukuman. Pelaksanaan tersebut telah memenuhi dan 
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, 
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa 
Konstruksi.Pelaksanaan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo belum terlaksana 
dengan baik karena beberapa faktor. Kepatuhan hukum PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam melaksanakan jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi mencerminkan kepatuhan hukum bersifat compliance, yaitu kepatuhan 
terhadap hukum agar terhindar dari akibat atau sanksi hukum. Pelaksanaan 
tersebut dinyatakan patuh hukum tetapi dalam prosesnya masih banyak 
kekurangan dan memerlukan evaluasi. 
 
 
Kata Kunci: Hukum, Pelaksanaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 
Pekerja Konstruksi 
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ABSTRACT 
 
YUNANDA PAHLAWATI WHIENTARI. E0015439. 2019. 
IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY FOR 
WORKERS OF CONSTRUCTION SERVICE SECTOR BY PT ADI 
NUGROHO KONSTRUKSINDO. Legal Writing (Thesis) Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. 
 
 This study entitled "Implementation Of Employment Social Security For 
Workers Of Construction Service Sector By PT Adi Nugroho 
Konstruksindo”which the aims are to know and analyze the perspective dan legal 
obidience of PT Adi Nugroho Konstruksindo on implementing the oligations 
provisions of employment social security for workers of construction service 
sector. This legal study is a empirical research or non-doctrinal, and descriptive 
in nature. This research use qualitative approach. The source of the legal 
materials that are used in the primary data and secondary data that relevant with 
this legal research. The techniques of collecting the material used are interviews 
and document studies and then analyzed using interactive technical analysis with 
inductive thinking patterns. 
 The results of the study on the perspective of PT Adi Nugroho 
Konstruksindo on implementing the provisions of the obligations to implement 
employement social security for workers of construction service sector are based 
on the project auction conditions and the consequences or sanctions imposed on 
them. The implementation has fulfilled and complies with Article 2 paragraph (1) 
the Minister of Manpower Regulation of the Republic Indonesia Number 44 of 
2015 about the implementation of Work Accident Insurance and Life Insurance 
Program for Freelance Worker, Bulk Worker and Certain Time Worker in the 
Construction Service Sector. The implementation by PT Adi Nugroho 
Konstruksindo has not been implemented properly because of several factors. 
Legal obidience of PT Adi Nugroho Konstruksindo in implementing social 
security for workers of construction service sector reflects legal obedience which 
is compliance, namely obedience with the law to avoid consequences or legal 
sanctions. The implementation was declared to be obey the law but in the process 
there were still many lacks and needed evaluation. 
 
  
 
Keywords: Law, Implementation, Employment Social Security, Construction 
Workers 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai negara berkembang, salah satu tujuan negara Indonesia berdasarkan 
Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yaitu untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Amanah tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai negara 
yang bersandar pada konsep negara kesejahteraan (welfare state), dengan 
menitikberatkan pada upaya pembangunan nasional baik melalui pembangunan 
fisik maupun pembangunan non fisik guna menciptakan keadilan dan 
kemakmuran. Pembangunan fisik berupa infrastruktur, bangunan dan fasilitas 
umum. Sedangkan yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik yaitu 
pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. 
Penyelenggaraan pembangunan fisik pada dasarnya tidak dapat terlepas dari 
peranan sektor jasa konstruksi. Menurut konsideran Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa sektor jasa konstruksi 
merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai 
pendukung atau prasarana ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya 
tujuan pembangunan nasional. Kondisi sedemikian rupa menempatkan sektor jasa 
konstruksi sebagai salah satu sektor paling strategis dalam mendukung 
pembangunan nasional, seperti proyek infrastruktur dan bangunan, penanaman 
modal, maupun penyerapan tenaga kerja. Sektor jasa konstruksi tidak dapat 
berlangsung tanpa adanya sumber daya manusia yaitu tenaga kerja, karena sektor 
ini harus memerlukan jumlah penggunaan tenaga kerja cukup intensif. 
Bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2018 ada sekitar 
7,06 juta orang di Indonesia yang bekerja sebagai pekerja sektor jasa konstruksi, 
yang artinya 5,55% penduduk Indonesia memperoleh penghidupan dari sektor 
jasa konstruksi (Anonim, 2018: 13). Namun seiring dengan kecanggihan 
teknologi, maka semakin tinggi risiko bekerja pada beberapa sektor industri 
termasuk industri konstruksi (Liza Aprilia Putri dan Cholicul Hadi, 2014: 204). 
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Risiko merupakan akibat yang mungkin timbul secara tiba-tiba, tanpa disengaja, 
tanpa direncana, dan diluar kehendak manusia. Segala risiko memang belum tentu 
terjadi karena mengandung ketidakpastian, namun apabila terjadi dapat menimpa 
siapa, kapan, dan dimana saja, termasuk pada pekerja sektor jasa konstruksi tanpa 
mengenal waktu dan tempat. 
Salah satu risiko utama yang dihadapi pekerja sektor jasa konstruksi yaitu 
risiko kecelakaan kerja. Bahkan sektor jasa konstruksi menjadi salah satu sektor 
yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor pertanian, 
perikanan, perkayuan dan pertambangan (Bobby Rocky et al, 2013: 430). 
Akibatnya, sektor jasa konstruksi menempati posisi teratas sebagai pekerjaan 
paling berbahaya serta penyumbang tingginya angka kecelakaan kerja baik di 
dunia maupun di Indonesia, dengan risiko kecelakaan kerja fatal 5 kali lebih tinggi 
dan risiko cedera utama 2.5 kali lebih tinggi daripada sektor manufaktur (Iwan M. 
Ramdan dan Hanna Novita Handoko, 2016: 1-2). Menurut Lampiran I Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (disingkat PP Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian), sektor jasa konstruksi 
ditempatkan pada golongan tingkat V yaitu tingkat risiko sangat tinggi. 
Hal tersebut diatas mengindikasikan apabila pekerja sektor jasa konstruksi 
sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan data Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2017, 
tercatat ada 1.877 kecelakaan kerja di Indonesia yang terjadi pada saat pengerjaan 
proyek konstruksi berlangsung (https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-
sepanjang-2017-ada-1877-kecelakaan-tenaga-konstruksi diakses pada 27 Oktober 
2018 pukul 16.22 WIB). Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja sektor jasa 
konstruksi dapat menyebabkan cedera fisik, kecacatan bahkan kematian akibat 
kecelakaan kerja maupun menimbulkan penyakit akibat kerja. 
Namun selain risiko kecelakaan kerja, risiko yang tak kalah penting yang 
pasti ditanggung oleh pekerja sektor jasa konstruksi sebagai manusia biasa yaitu 
risiko kematian. Risiko kematian yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika 
pekerja sektor jasa konstruksi meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan 
3 
 
 
 
 
 
 
 
penyakit akibat kerja. Apabila risiko-risiko tersebut diatas baik risiko kecelakaan 
kerja maupun risiko kematian terjadi menimpa pekerja sektor jasa konstruksi 
maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan jasa konstruksi (perusahaan 
kontraktor) maupun bagi pekerja itu sendiri dan keluarganya. Bagi kontraktor 
dapat berdampak negatif terhadap biaya, waktu maupun kualitas pekerjaan dalam 
pengerjaan suatu proyek, misalnya harus memberikan kompensasi atau ganti rugi 
dan keterlambatan / tertundanya penyelesaian pekerjaan. Sedangkan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi, terjadinya suatu risiko dapat menimbulkan kerugian 
ekonomis dalam hal berkurangnya atau bahkan hilangnya pendapatan, kerugian 
kesehatan fisik misalnya cedera, cacat dan penyakit akibat kerja, serta kematian. 
Sebagai upaya pengendalian dan perlindungan atas risiko-risiko yang ada, 
maka pekerja sektor jasa konstruksi berhak mendapatkan jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Secara umum, kepastian hukum atas jaminan sosial 
ketenagakerjaan termasuk bagi pekerja sektor jasa konstruksi sudah diamanatkan 
dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dimana setiap orang sebagai manusia yang 
bermartabat berhak atas jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya secara utuh 
dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan 
bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 
tenaga kerja. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk 
memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari segala risiko yang 
sewaktu-waktu bisa terjadi. Singkatnya, jaminan sosial ketenagakerjaan 
memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan penerimaan penghasilan 
keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang (Siti 
Ummu Adillah dan Sri Anik, 2015: 564-565). 
Khusus pekerja sektor jasa konstruksi tidak diwajibkan untuk mengikuti 
semua jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada, akan tetapi diwajibkan untuk 
mendaftarkan pekerja sektor jasa konstruksi minimal pada dua jaminan yang telah 
ditetapkan secara sekaligus (tidak boleh salah satu) yaitu pada Jaminan 
Kecelakaan Kerja (selanjutnya disingkat JKK) dan Jaminan Kematian 
(selanjutnya disingkat JKM). Hal tersebut diatas ditegaskan dalam Pasal 2 
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat Permenaker 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada 
Sektor Jasa Konstruksi) yang berbunyi: 
Pasal 2 
(1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya 
dalam Program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan 
Kematian) kepada BPJS Ketenagakerjaan. 
(2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna 
Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi. 
(3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja harian 
lepas, pekerja borongan, dan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu. 
 
Ketentuan pasal diatas mengatur bahwa tanggung jawab untuk 
mendaftarkan JKK dan JKM sebelum pengerjaan proyek bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi baik pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT) harus dilaksanakan oleh pengguna jasa kontruksi 
yaitu pemilik proyek atau penyedia jasa konstruksi yaitu kontraktor. Namun pada 
umumnya, keikutsertaan pekerja sektor jasa konstruksi pada JKK dan JKM 
didaftarkan oleh kontraktor. Apabila kontraktor enggan untuk mendaftarkan 
pekerja sektor jasa konstruksi yang dipekerjakan pada JKK dan JKM, akan 
diberikan sanksi administratif sebagaimana Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 
Sanksi tersebut diatas rupanya tidak cukup mampu dalam meningkatkan 
kesadaran perusahaan kontraktor dalam melaksanakan JKK dan JKM bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan 
Pusat Statistik (BPS) per September 2017 yang diolah Lokadata, diketahui bahwa 
presentase pekerja sektor jasa konstruksi yang terdaftar dalam jaminan sosial 
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ketenagakerjaan baru hanya sekitar 8,9% saja dari keseluruhan pekerja di sektor 
tersebut. Besaran presentase diatas menjadi yang kedua terbawah setelah sektor 
pertanian (https://beritagar.id/artikel/berita/banyak-pekerja-konstruksi-tak-punya-
jaminan-kecelakaan-kerja diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 19.20 WIB). Data 
tersebut menunjukkan bahwa pekerja sektor jasa konstruksi yang didaftarkan pada 
JKK dan JKM masih minim, padahal risiko yang dihadapi mereka tidak boleh 
dianggap sepele oleh kontraktor sebagai pihak yang mempekerjakan mereka. 
Faktor utama rendahnya keikutsertaan pekerja sektor jasa konstruksi pada JKK 
dan JKM umumnya cenderung disebabkan karena kontraktor beranggapan bahwa 
dengan mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan hanya 
akan menambah beban biaya atau beban keuangan dan pekerjaan perusahaan 
(Hani Regina Sari, 2018: 14).  
PT Adi Nugroho Konstruksindo merupakan perusahaan berbadan hukum di 
Kota Surakarta, Jawa Tengah yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang sering 
disebut sebagai perusahaan kontraktor. Eksistensinya di sektor jasa konstruksi 
ditandai dengan beberapa proyek yang telah ditangani dan tingkat intensitasnya 
mengikuti lelang proyek milik Pemerintah Kota Surakarta yang terbilang sering. 
Oleh karena itu, sebagai perusahaan kontraktor PT Adi Nugroho Konstruksindo 
wajib melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya JKK dan JKM 
bagi pekerjanya sebagai upaya pengendalian, perlindungan, dan pengembangan 
kesejahteraan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
suatu penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum dengan 
judul: “PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 
BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI OLEH PT ADI 
NUGROHO KONSTRUKSINDO”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menentukan 
rumusan permasalahan sebagai pokok pembahasan. Rumusan masalah yang 
hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perspektif PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan 
ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi? 
2. Apakah pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo sudah mencerminkan 
kepatuhan hukum? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian hukum merupakan proses mencari, mengkaji, menganalisis 
dan memperoleh fakta-fakta kebenaran terhadap segala permasalahan yang 
hendak diteliti berdasarkan dengan tujuan. Maka dalam penelitian ini, tujuan yang 
diharapkan dapat dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan kewajiban jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo sudah mencerminkan kepatuhan hukum atau belum. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan kepada 
masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya terkait dengan 
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi. 
b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan 
kontribusi yang positif pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
hukum. 
7 
 
 
 
 
 
 
 
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya berdasarkan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 
fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 2014: 43). 
Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian dalam penulisan hukum 
ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 
Administrasi Negara pada khususnya. 
b. Hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi atau literatur dalam 
hal pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah penulis 
dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji sesuai dengan ilmu-ilmu 
yang telah diperoleh selama ini. 
b. Memberikan jawaban, pemahaman dan pengetahuan secara tepat atas 
permasalahan yang dikaji oleh penulis kepada pembaca dan para pihak 
yang membutuhkan. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian menjadi salah satu faktor penting yang menunjang suatu 
kegiatan dan proses penelitian. Hakekat metodologi memberikan pedoman, 
tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa dan 
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memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2014: 
6). Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti mungkin tidak akan mampu 
untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-
masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran (Soerjono Soekanto, 2014: 
13). 
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau 
sosiologis (non-doctrinal research), yaitu penelitian terhadap suatu kebenaran 
yang bersumber dari perilaku manusia berupa perilaku verbal yang dapat 
diperoleh dari wawancara serta hasil perilaku manusia yang berupa 
peninggalan fisik maupun arsip (Soerjono Soekanto, 2014: 7-8). Penelitian 
hukum empiris menempatkan data sekunder untuk diteliti terlebih dahulu, 
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh 
di lapangan atau di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52). 
Penelitian hukum empiris ini dilakukan penulis untuk mengetahui jawaban 
yang selengkap-lengkapnya tentang perspektif dan kepatuhan hukum PT Adi 
Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan kewajiban jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu 
penelitian yang memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, 
keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2014: 10). 
Maksudnya, penelitian deskriptif menjelaskan gambaran terhadap sesuatu hal 
atau permasalahan secara jelas dalam bentuk paparan atau deskripsi tentang 
manusia dan situasi, gejala, maupun keadaan hukum yang berlaku di tempat 
tertentu dan pada saat tertentu di tengah-tengah masyarakat. 
Penelitian hukum deskriptif ini dilakukan penulis guna memaparkan dan 
mendeskripsikan perspektif dan kepatuhan hukum PT Adi Nugroho 
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Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan kewajiban jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi.  
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini 
adalah pendekatan kualitatif. Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa 
tentang perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan yang dialami oleh 
subjek penelitian terhadap suatu fenomena (Lexy J. Moleong, 2014: 6). 
4. Jenis Data dan Sumber Bahan Penelitian 
Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka (Soerjono 
Soekanto, 2014: 51). 
a. Data primer 
Data primer merupakan bahan penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama, yakni perilaku (hukum) warga masyarakat 
baik secara langsung maupun tidak langsung (Soerjono Soekanto, 2014: 
51). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu 
wawancara dengan PT Adi Nugroho Konstruksindo yang diwakli oleh 
Direktur PT Adi Nugroho Konstruksindo yaitu Bapak Faisal Abdul Azis, 
S.T., Ibu Rizkia Rahmani Maulana, S.T., Ibu Dwi Mulyani, S.T. dan 
Bapak Subadi sebagai mandor yang mewakili pekerja sektor jasa 
konstruksi serta mengadakan sampling kepada 18 (delapan belas) 
responden pekerja sektor jasa konstruksi yang pernah dipekerjakan PT 
Adi Nugroho Konstruksindo. Selanjutnya penulis melakukan konfirmasi 
dan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta yang 
diwakili oleh Ibu Nurul Huda, A.Md selaku Penata Madya Kesejahteraan 
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Selain wawancara, data 
primer yang digunakan adalah dokumen arsip berupa bukti kepesertaan 
PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam jaminan sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. 
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b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data 
sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam 
(Soerjono Soekanto, 2014: 51-52): 
1) Bahan hukum primer 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Ketenagakerjaan; 
c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional; 
d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial; 
e) Undang-Undanng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi; 
f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian; 
g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian 
Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada 
Sektor Jasa Konstruksi. 
2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya 
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 
kalangan hukum, dan seterusnya 
3) Bahan hukum tersier (bahan non hukum) 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
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sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, 
dan seterusnya. 
5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum 
Lazimnya di dalam penelitian dikenal paling sedikit tiga jenis alat 
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 
observasi dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2014: 66). 
Pengumpulan data dan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian 
hukum ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. 
a. Wawancara, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 
memperoleh data mengenai perilaku, persepsi, kepercayaan, perasaan, 
motivasi, antisipasi maupun orientasi seseorang atau sekelompok 
manusia baik di masa depan dan masa lampau (Soerjono Soekanto, 2014: 
67). 
b. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen 
berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen 
rapat, dan sebagainya. Sumber yang berupa dokumen dan arsip memiliki 
kedudukan penting dalam penelitian (H.B. Sutopo, 2006: 80). 
6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum 
Penulisan hukum oleh penulis menggunakan teknik analisis secara 
kualitatif dengan model analisis interaktif yaitu proses analisis data yang 
dilakukan sejak awal hingga akhir pengumpulan data secara bersamaan dan 
terus-menerus selama pengumpulan data masih berlangsung. Analisis data 
dilakukan dengan melalui beberapa tahap komponen utama antara lain 
reduksi data, sajian data serta penarikan data dan verifikasi (H.B. Sutopo, 
2006: 114-116). 
a. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 
abstraksi dari semua jenis informasi (data kasar) yang tertulis lengkap 
dalam catatan; 
b. Sajian data, yaitu sekumpulan informasi yang disusun secara logis dan 
sistematis berdasarkan pokok-pokok data yang telah direduksi agar 
memudahkan dalam menarik kesimpulan; 
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c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan 
terhadap hasil analisis dan interpretasi data yang telah direduksi dan 
disajikan kemudian diverifikasi sehingga data tersebut telah diuji 
kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. 
 
Gambar 1. Model Analisis Interaktif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis data secara kualitatif menggunakan pola pikir induktif, sebab 
kebenaran yang dibangun adalah kebenaran empiris berdasarkan fakta-fakta 
atau gejala yang secara nyata terjadi di masyarakat sehingga kesimpulan yang 
dirumuskan tidak digunakan untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya 
menurut hukum, tetapi hanya untuk memberikan deskripsi mengenai kenyataan 
yang terjadi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017: 125). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan sebagai gambaran atas keseluruhan isi penulisan 
hukum agar mudah dipahami secara runtut dan sistematis, maka penulisan hukum 
harus disusun berdasarkan sistematika penulisan hukum yang telah ditentukan. 
Sistematika ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab dimana pada setiap bab tersebut 
Pengumpulan 
Data 
Penarikan 
Kesimpulan dan 
Verifikasi 
Sajian Data Reduksi Data 
Sumber: Diolah penulis dari H.B. Sutopo, 2006: 116. 
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terbagi menjadi beberapa sub-sub bagian. Adapun sistematika dalam penulisan 
hukum ini akan diuraikan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang menguraikan 6 (enam) sub 
bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian sebagai gambaran 
penyusunan isi penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang berisi uraian tentang dasar 
teori yang menjadi pisau analisis penulisan hukum serta menunjukkan kerangka 
pemikiran penulis yang mendasari pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum. 
A. Kerangka teori 
1. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Hukum. 
2. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan. 
3. Tinjauan Tentang Sektor Jasa Konstruksi. 
4. Tinjauan Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor 
Jasa Konstruksi. 
B. Kerangka pemikiran 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN merupakan bab yang 
berisi uraian hasil penelitian dan analisis pembahasan sebagai jawaban atas 
rumusan masalah yang dikaji oleh penulis. Pembahasan pertama adalah jawaban 
mengenai perspektif PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan 
ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi, sedangkan pembahasan kedua menjawab kepatuhan hukum PT Adi 
Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan kewajiban jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
BAB IV PENUTUP merupakan bab terakhir yang menguraikan simpulan dan 
saran terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji penulis dalam 
penulisan hukum. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Pelaksanaan Hukum 
a. Tinjauan tentang Hukum 
Hukum merupakan sekumpulan aturan atau norma berisi perintah dan 
larangan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh penguasa, 
bersifat memaksa dan mengikat bagi siapa saja sehingga apabila ada yang 
melanggar akan dikenakan sanksi. Sebagai tatanan atau pedoman dalam 
bertingkah laku, hukum ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia 
dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan 
bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan 
bermasyarakat. Singkatnya, keberadaan hukum sebagai norma sosial adalah 
untuk mengatur kehidupan bermasyarakat (Christiani Widowati, 2013: 
150). 
Namun hukum tidak dapat begitu saja terwujud dalam masyarakat 
karena hukum tidak dapat bekerja sendiri dan bahkan hukum bersifat tidak 
power full (Didiek R. Mawardi, 2015: 278). Maka sebagai negara hukum 
Indonesia mengembangkan hukum sebagai satu kesatuan sistem. Sistem 
tersebut mencakup 3 (tiga) elemen penting yaitu kegiatan pembuatan 
hukum (law making), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum 
(law administrating), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law 
adjudicating) atau penegakan hukum (law enforcement) (Zainal Arifin 
Hoesein, 2012: 323).  
Pelaksanaan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan dari 
adanya hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radburch ada tujuan yang 
hendak dicapai ketika manusia melaksanakan hukum, yaitu kepastian 
hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Agus Setiawan, 2017: 204). 
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1) Kepastian Hukum 
Kepastian hukum menekankan agar pelaksanaan hukum dapat 
diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena pelaksanaan 
hukum merupakan implementasi yang konkret bagaimana hukum harus 
berlaku dan tidak boleh menyimpang. 
2) Kemanfaatan 
Karena pembentukan hukum adalah untuk manusia, maka 
pelaksanaan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
manusia pula. Pelaksanaan hukum tidak boleh menyebabkan ketidak-
nyamanan dalam kehidupan masyarakat. 
3) Keadilan 
Hukum bersifat umum, menyamaratakan, dan mengikat setiap 
orang, maka pelaksanaan hukum harus diterapkan oleh siapa saja dan 
untuk siapa saja. Meskipun, hukum bersifat abstrak dan relatif. 
b. Tinjauan tentang Teori Implementasi Kebijakan Menurut George Edwards 
III 
Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat agar berlaku secara 
optimal terkadang memerlukan adanya suatu kebijakan strategis. Atas 
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kedudukan 
peraturan kebijakan memiliki kekuatan pemberlakuan secara hukum dan 
mengikat secara umum. Tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan 
atau dilaksanakan dengan baik oleh implementor. Menurut George 
Edwards III, implementasi kebijakan agar berhasil berjalan baik 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Nuryatin Phaksy Sukowati 
dkk, 2013: 1198): 
1) Komunikasi 
Implementasi dapat terlaksana dengan baik dan optimal apabila 
maksud dan tujuan dari suatu aturan ketentuan benar-benar dipahami  
dan dimengerti oleh pelaksana atau implementor. Informasi diperoleh 
dari adanya komunikasi antara pihak yang menyelenggarakan / 
membuat aturan dengan pihak yang akan melaksanakan aturan. Unsur 
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yang mempengaruhi komunikasi kedua belah pihak berjalan efektif 
atau tidak, antara lain: tranmisi atau bagaimana informasi itu diterima 
oleh pelaksana, kejelasan informasi dan konsistensi penyampaian 
informasi dari penyelenggara kepada pelaksana.  
2) Sumber Daya 
Sumber daya yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan 
yaitu meliputi kualitas-kuantitas implementor dan fasilitas-fasilitas 
fisik. Semakin banyak kuantitas implementor yang melaksanakan 
kebijakan maka akan semakin optimal hasil yang dikehendaki. 
Semakin baik kualitas yang dimiliki oleh implementor maka 
berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu 
pula dengan fasilitas-fasilitas fisik yang dimiliki misalnya teknologi 
dan anggaran. 
3) Disposisi 
Disposisi merupakan sikap kecenderungan, kemauan, atau 
keinginan yang dimiliki oleh implementor dalam mewujudkan 
pelaksanaan hukum atau kebijakan. Misalnya, kejujuran, keterbukaan, 
kesadaran, dan kepatuhan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan 
memerlukan seorang implementor yang memiliki kemauan sungguh-
sungguh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan karena apabila 
hanya kemampuan untuk melaksanakan kebijakan saja tidak cukup. 
4) Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi yaitu suatu badan atau lembaga yang 
menyelenggarakan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan prosedur 
operasional tertentu. Struktur birokrasi diperlukan untuk mengatur 
penyelenggara dan implementor agar dapat mewujudkan aturan yang 
diperintahkan dalam kebijakan dengan kondusif dan terkoordinasi 
dengan baik. Misalnya prosedur pelaksanaan. 
Implementasi suatu aturan atau kentuan norma yang baik akan 
memengaruhi tingkat kepatuhan implementor terhadap hukum itu. 
Semakin baik implementasi yang dilaksanakan oleh implementor 
17 
 
 
 
kebijakan atau hukum, maka semakin patuh implementor terhadap 
keberadaan hukum. Begitu pula sebaliknya, semakin implementasi 
berjalan kurang baik, maka semakin kurang baik kepatuhan hukum yang 
oleh implementor. 
c. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum 
Hubungan antara hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
hukum di kehidupan manusia dan begitu pun sebaliknya manusia di dalam 
hukum sama-sama memiliki kedudukan yang penting. Akan tetapi, hukum 
tidak selalu dipatuhi oleh individu maupun kelompok sosial masyarakat. 
Ada kalanya hukum yang telah dibentuk hanya menjadi sia-sia dan tidak 
berfungsi bagi kehidupan masyarakat karena rendahnya tingkat kepatuhan 
mereka. Patuh atau tidaknya masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh 
kesadaran hukum masing-masing individu dalam melaksanakan hukum. 
Meskipun kesadaran hukum belum menjamin bahwa seseorang akan 
mematuhi aturan hukum. Kesadaran hukum sendiri bukan sebatas hanya 
menempatkan hukum sebagai aturan tetapi mewujudkan hukum sebagai 
perilaku (Achmad Ali, 2013: 298-300).                                                                                                                                                                                                                                                       
Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dimiliki seseorang 
melalui proses bertahap yang ditunjukkan dengan empat indikator, antara 
lain (Ellya Rosana, 2014: 14-15): 
1) Pengetahuan hukum, yaitu apa yang diketahui oleh subjek hukum atas 
berlakunya suatu hukum tentang apa saja yang yang dilarang dan apa 
saja yang diperintahkan. 
2) Pemahaman hukum, yaitu sejauh mana subjek hukum mengerti dan 
memahami isi, maksud, tujuan dan manfaat dari berlakunya suatu 
ketentuan hukum mengapa ada hal-hal yang dilarang dan 
diperintahkan. 
3) Sikap hukum, yaitu bagaimana kecenderungan subjek hukum terhadap 
diberlakukannya suatu ketentuan, apakah menerima (setuju) atau 
menolak / menentang (tidak setuju). 
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4) Pola perilaku hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya hukum di 
masyarakat. Hal tersebut bergantung dari tindakan yang nyata dari 
subjek hukum atas sikap hukum yang diyakini. Apabila ia menerima 
maka ia akan melaksanakan dan mematuhi segala sesuatu yang diatur 
dalam ketentuan, sebaliknya apabila ia menolak maka ia akan 
mengabaikan. 
d. Tinjauan tentang Kepatuhan Hukum 
Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum  
baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat dilihat dari bagaimana ia 
melaksanakan hukum tersebut. Secara langsung, seseorang mematuhi 
hukum karena memang jiwa mereka sadar bahwa mereka membutuhkan 
hukum dan hukum bertujuan baik yang mengatur masyarakat secara baik, 
benar, dan adil. Secara tidak langsung, mereka mematuhi hukum bukan 
karena keyakinan yang dimiliki namun lebih karena permintaan atau 
paksaan pihak lain. Maka semakin lemah tingkat kesadaran hukum 
masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya karena pelaksanaan 
terhadap hukum akan berjalan kurang optimal. Sebaliknya, semakin kuat 
kesadaran hukumnya, semakin kuat pula kepatuhannya. Hakekat kepatuhan 
hukum adalah ketika kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum 
yang berlaku sebagai aturan (rule  of  the game) diwujudkan dalam perilaku 
nyata patuh pada hukum sehingga antara das sein dan das sollen adalah 
sama (Ellya Rosana, 2014: 23). 
Berdasarkan jenis kualitasnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan 
masyarakat mematuhi hukum yaitu (Achmad Ali, 2013: 348): 
1) Compliance, yaitu kepatuhan subjek hukum untuk menghindarkan diri 
dari hukuman jadi pelaksanaan terhadap hukum semata-mata karena ia 
takut dikenakan sanksi dimana adanya pengawasan yang ketat 
terhadap ketentuan tersebut. 
2) Identification, yaitu kepatuhan tehadap ketentuan hukum karena ingin 
menjaga hubungan yang baik dalam keanggotaan kelompok dan 
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dengan pihak yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan 
ketentuan-ketentuan tersebut. 
3) Internalization, yaitu kepatuhan subjek hukum karena nilai intrinsik di 
dalam hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. 
2. Tinjauan tentang Ketenagakerjaan 
a. Pengertian Tenaga Kerja 
1) Menurut Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan, yang dimaksud sebagai 
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
2) Tenaga kerja menurut Payaman Simanjuntak adalah penduduk usia 
kerja yang mampu melakukan pekerjaan antara lain mereka yang 
sudah atau yang sedang bekerja, mereka yang sedang mencari 
pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan 
mengurus rumah tangga. (Jepi Adianto dan Muhammad Fedryansyah, 
2018: 78). 
3) Menurut Jepi Adianto dan Muhammad Fedryansyah, tenaga kerja 
adalah mereka yang berusia 15–64 tahun sedangkan mereka yang 
berusia di bawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun bukan sebagai 
tenaga kerja, misalnya lansia, anak-anak dan pensiunan (Jepi Adianto 
dan Muhammad Fedryansyah, 2018: 79). 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka oleh penulis dapat 
disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah mereka yang berada pada rentang 
usia kerja yaitu 15-64 tahun, baik yang sudah bekerja, sedang bekerja 
atau belum bekerja bahkan menganggur sekalipun, namun mampu 
melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan suatu barang atau jasa. 
Pengertian tenaga kerja memiliki makna yang lebih luas daripada 
pekerja. 
Apabila ditinjau dari segi kualitas yang dimiliki, tenaga kerja 
dibedakan atas (Jepi Adianto dan Muhammad Fedryansyah, 2018: 79): 
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1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 
keahlian atau kemahiran dalm bidang tertentu dengan cara sekolah 
atau berpendidikan formal dan non-formal. Contohnya adalah dokter, 
pengacara, guru, akuntan, bidan, perawat, dan lain-lain. 
2) Tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dan 
bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja 
terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga 
mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah apoteker, 
ahli bedah, mekanik, operator, pekerja bengkel, tukang las, pemijat, 
dan lain-lain. 
3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja 
kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya adalah kuli, 
pembantu rumah tangga, petugas kebersihan dan lain sebagainya. 
b. Pengertian Pekerja 
Sebelum dikenal istilah pekerja, secara umum telah dikenal terlebih 
dahulu istilah buruh. Penyebutan istilah buruh hanya ditujukan kepada 
pekerja kasar di sektor informal seperti kuli dan tukang. Setelah merdeka 
pada tahun 1945, istilah buruh berkembang menjadi untuk siapa saja yang 
bekerja pada majikan dengan menerima upah baik mereka yang bekerja di 
sektor formal (swasta maupun pemerintah) maupun sektor informal. 
Seiring dengan perkembangan waktu, istilah buruh dianggap kurang 
sesuai karena cenderung menempatkan mereka sebagai pihak yang berada 
di bawah tekanan seorang majikan. Bermula pada masa orde baru, istilah 
buruh dan pekerja mulai disejajarkan dan kedua istilah tersebut sama-
sama boleh digunakan. Oleh karena itu lebih tepat jika menyebutkannya 
dengan istilah pekerja (Lalu Husni, 2016: 33-34). 
Istilah pekerja memiliki makna yang berbeda dengan tenaga kerja, 
karena diartikan lebih sempit dan terbatas. Merujuk pada Pasal 1 angka 3 
UU Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya, pekerja 
merupakan tenaga kerja yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, 
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perseketuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam 
bentuk lain yang didasarkan pada hubungan kerja. Singkatnya, seorang 
pekerja pasti dinyatakan sebagai tenaga kerja yang memiliki pekerjaan 
atau sedang bekerja sedangkan tenaga kerja belum tentu sebagai pekerja. 
Berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja, pengertian pekerja dapat 
diperluas yakni meliputi (Lalu Husni, 2016: 35): 
1) Magang dan murid pada perusahaan baik menerima upah atau tidak; 
2) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong 
adalah perusahaan; 
3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. 
Seseorang dikatakan sebagai pekerja apabila dirinya terikat pada suatu 
hubungan kerja berwujud perjanjian kerja yang memenuhi unsur-unsur, 
antara lain (Zaeni Asyhadie, 2013: 20): 
1) Adanya pekerjaan, yaitu perbuatan untuk kepentingan pengusaha yang 
akan dikerjakan pekerja tanpa boleh diwakilkan kepada pihak lain; 
2) Adanya perintah/petunjuk dari pengusaha, yaitu wewenang pengusaha 
untuk memberikan perintah dan petunjuk/petunjuk kepada pekerja 
tentang bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan. 
3) Adanya upah, yaitu pembayaran yang diterima oleh pekerja selama ia 
melaksanakan pekerjaannya. 
c. Perlindungan Pekerja 
Adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha makan akan 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya yaitu 
pekerja dan pengusaha. Kewajiban yang dibebankan pengusaha salah 
satunya adalah memberikan perlindungan bagi pekerja (Zaeni Asyhadie, 
2013: 18). Perlindungan pekerja bertujuan agar hubungan kerja 
berlangsung secara harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat 
(pengusaha) kepada pihak yang lemah (pekerja) dan hak-hak pekerja 
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila ditinjau dari segi 
perlindungan terhadap pekerja, UU Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
memberikan 3 (tiga) aspek perlindungan yaitu perlindungan teknis, 
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perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomis (Zaeni Asyhadie, 2013: 
20). 
1) Perlindungan teknis merupakan perlindungan terhadap pekerja agar 
terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-
alat kerja atau bahan yang dipekerjakan. Misalnya, perlindungan 
dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja berupa alat pelindung 
diri (APD). 
2) Perlindungan sosial merupakan perlindungan pekerja agar dihargai 
segala harkat dan martabatnya dan dilindungi kedudukan hukumnya 
sebagai manusia yang utuh. Misalnya, perlindungan dalam bentuk 
kesehatan kerja, perlindungan kebebasan berserikat dan perlindungan 
untuk berorganisasi. 
3) Perlindungan ekonomis merupakan perlindungan pekerja yang 
bertujuan agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak 
dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun 
bagi keluarganya. Misalnya, perlindungan dalam bentuk penghasilan 
yang cukup dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 
d. Hak-hak Pekerja 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak untuk memperoleh 
hak, antara lain (Iskandar Christian Salasa, 2014: 24): 
1) Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 
pengusaha (Pasal 6). 
2)  Hak memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan 
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 
melalui pelatihan kerja (Pasal 11). 
3) Hak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 
kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat 3). 
4) Hak memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih, 
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan 
yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31). 
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5) Hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 
moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1). 
6) Hak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 
ayat 1). 
7) Hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1). 
8) Hak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (Pasal 104 ayat 
1). 
3. Tinjauan tentang Sektor Jasa Konstruksi 
a. Pengertian Jasa Konstruksi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), disebutkan bahwa 
jasa konstruksi menyediakan dan memberikan layanan jasa konsultasi 
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Kegiatan bisnis perusahaan 
kontraktor di sektor jasa konstruksi dijalankan untuk mendapatkan 
proyek, memperoleh keuntungan, dan menjaga keberlangsungan 
usahanya. Lingkup  layanan jasa konstruksi meliputi (Andi Asnudin, 
2008: 229): 
1) Bidang Arsitektur, yang mencakup: perumahan, bangunan 
pergudangan dan industri, bangunan komersial, fasilitas olahraga dan 
rekreasi, pertamanan. 
2) Bidang Sipil, meliputi: jalan dan jembatan, terowongan, 
pelabuhan/dermaga, drainase, bendung/bendungan, irigasi. 
3) Bidang Mekanikal, dengan cakupan: instalasi AC (air conditioner) 
dan ventilasi udara, perpipaan air, instalasi lift dan eskalator, 
pertambangan dan manufaktur, instalasi thermal, konstruksi alat 
angkut, konstruksi perpipaan minyak, fasilitas produksi, penyimpanan 
minyak dan gas, jasa penyedia alat konstruksi. 
4) Bidang Elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, jaringan 
transmisi tenaga, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan distribusi 
telekomunikasi, instalasi kontrol, instalasi listrik. 
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5) Bidang Tata Lingkungan mencakup: perpipaan air, minyak dan gas 
jarak jauh, perpipaan gas dan air lokal/perkotaan, pengolahan air 
bersih, pekerjaan pengeboran air tanah.  
b. Kualifikasi Jenis Usaha Jasa Konstruksi 
Diatur dalam Pasal 12 UU Jasa Konstruksi disebutkan 3 (tiga) jenis 
usaha dalam jasa konstruksi, yaitu: 
1) Usaha jasa konsultasi konstruksi, yaitu kegiatan menyeluruh atau 
sebagian yang bertujuan mengkaji, merencanakan, merancang, 
mengawasi dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu 
bangunan. Misalnya: rekayasa, arsitektur, perencanaan wilayah, dan 
analisis teknis. 
2) Usaha pekerjaan konstruksi, yaitu kegiatan untuk membangun, 
mengoperasikan, memelihara, membongkar, dan membangun kembali 
suatu bangunan baik yang dilakukan secara keseluruhan maupun 
sebagian. Misalnya: bangunan dan instalasi. 
3) Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan antara 
pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. 
c. Macam-macam Proyek Jasa Konstruksi 
Proyek jasa konstruksi merupakan serangkaian kegiatan yang 
dikerjakan secara berkesinambungan dengan batas waktu tertentu, diawali 
dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan untuk 
mencapai hasil akhir tertentu dalam bentuk infrastruktur dan/atau 
bangunan. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, proyek jasa konstruksi antara 
lain: 
1) Proyek APBD yaitu rangkaian kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi atau 
Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran daerah. 
2) Proyek atas dana internasional yaitu rangkaian kegiatan pembangunan 
daerah yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga internasional dan 
dibiayai melalui pendanaan internasional. 
25 
 
 
 
3) Proyek APBN yaitu rangkaian kegiatan pembangunan baik di pusat 
maupun di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan 
menggunakan anggaran nasional. 
4) Proyek swasta yaitu rangkaian kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha dimana dana yang 
digunakan diperoleh secara mandiri. 
d. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi 
Penyelenggaraan proyek jasa konstruksi tidak terlepas dari adanya 
sumber daya manusia dengan masing-masing fungsi dan tugas yang 
disebut dengan pekerja sektor jasa konstruksi. Pekerja sektor jasa 
konstruksi didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja pada proyek 
jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah sebagaimana dituangkan 
dalam Pasal 1 angka 12 Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa 
Konstruksi. Pekerja yang dibutuhkan unruk menyelenggarakan proyek 
konstruksi dibagi berdasarkan keahliannya, antara lain tenaga ahli, 
mandor, pekerja terampil atau tukang dan pekerja kasar (Gunarso dan 
Herman Susila, 2018: 3). 
Pada umumnya pelaku usaha selaku pemberi kerja jasa konstruksi 
untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia maka menggerakan 
dua jenis pekerja, yaitu (Srie Heruyani Stevia Lukmanasari dan Biemo W. 
Soemardi, 2016: 88): 
1) Pekerja sektor jasa konstruksi tetap, adalah pekerja yang berasal dari 
dalam perusahaan sebagai sumber daya manusia inti perusahaan jasa 
konstruksi. Misalnya adalah tenaga ahli baik ahli keselamatan dan 
kesehatan kerja, pelaksana, tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli sipil, 
drafter, logistik, dan mandor. 
2) Pekerja sektor jasa konstruksi tidak tetap, adalah pekerja yang berasal 
dari luar perusahaan sebagai sumber daya pelengkap yang dibutuhkan 
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berdasarkan aktivitas perusahaan jasa konstruksi. Misalnya, adalah 
mandor, pekerja terampil (tukang) dan pekerja kasar. 
Tipe pekerja tidak tetap yang lazim dipekerjakan oleh kontraktor yaitu 
pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja kontrak maupun 
pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT) (Zaeni Asyhadie, 2013: 109-110). 
a) Pekerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada 
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah 
dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima 
upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Upah pekerja 
didasarkan pada kehadiran pekerja setiap harinya di tempat kerja.  
b) Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada 
perusahaan pemborong suatu jenis pekerjaan tertentu dengan 
menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan 
hasil kerja. Hubungan kerja berakhir apabila pekerjaan yang 
diborong tersebut telah selesai. 
c) Pekerja Kontrak atau Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (Pekerja PKWT) yaitu tenaga kerja yang bekerja pada 
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima 
upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja 
untuk waktu tertentu. 
e. Pelaku Usaha Jasa Konstruksi 
Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, usaha jasa konstruksi boleh 
dijalankan oleh perseorangan maupun oleh badan usaha baik badan usaha 
berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum. Kualifikasi 
pelaku usaha jasa konstruksi digolongkan dalam skala perseorangan, skala 
kecil (K1; K2; dan K3), skala sedang atau menengah (M1 dan M2), dan 
skala besar (B1 dan B2). Kualifikasi disesuaikan berdasarkan penjualan 
tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan pekerja konstruksi, dan 
kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. 
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4. Tinjauan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor 
Jasa Konstruksi 
a. Tinjauan tentang Jaminan Sosial 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial memberikan 
perlindungan sosial bagi seuruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya yang layak. Maria Teresa Buitrago Echeverri, César 
Ernesto Abadía-Barrero, Consuelo Granja Palacios menyatakan dalam 
jurnal berjudul Work-related illness, work-related accidents, and lack of 
social security in Colombia bahwa: Social security is a fundamental aspect 
of social well-being and economic prosperity. (Maria Teresa Buitrago 
Echeverri dkk, 2017: 25). Maksudnya, jaminan sosial menjadi hak 
mendasar bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan sosial dan 
kemakmuran ekonomi. 
Secara luas pengertian jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha 
tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro dikelompokkan menjadi empat 
kegiatan usaha utama, yaitu: (Zaeni Asyhadie, 2015: 26-27) 
1) Mencegah dan mengembangkan, yaitu kegiatan di bidang kesehatan, 
keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan 
lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam Pelayanan Sosial (Social 
Service). 
2) Memulihkan dan menyembuhkan, seperti bantuan untuk bencana 
alam, lanjut usia, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat 
disebut sebagai Bantuan Sosial (Social Assistance). 
3) Membina, seperti kegiatan perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, 
koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai Sarana Sosial 
(Social Infrastructure). 
4) Perlindungan ketenagakerjaan, yaitu kegiatan untuk masyarakat 
tenaga kerja yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan 
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namu selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan 
dalam Asuransi Sosial (Social Insurance). 
b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang 
diprogramkan khusus untuk pekerja dan keluarganya sebagai bentuk 
perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Francie Lund dalam jurnal berjudul Work-related 
Social Protection For Informal Workers berikut ini: 
“The early social security model was of a society with (almost) full 
employment, and with wages at a level where the worker would be 
able to fulfil the needs of himself and his family: “himself” and 
“his”, because initially the normative model of welfare provision 
was that men would be the workers, or “main breadwinners”, with 
women being responsible for housework and bearing and raising 
children. The worker could expect to be insured against work-related 
disease or injury and know that his spouse and dependants would 
receive a widow‟s or family pension in the case of his death. 
Historically, in most countries, social security benefit programmes 
providing compensation for work accidents were among the first 
programmes legislated for and implemented.” (Francie Lund, 2012: 
15). 
 
Pentingnya pekerja diikutsertakan dalam jaminan sosial 
ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menghadapi risiko kecelakaan kerja 
yang dapat menyebabkan cedera atau cacat tubuh, bahkan apabila terjadi 
kematian bukan hanya pekerja yang menerima manfaat atas jaminan 
sosial tersebut, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. 
Tujuan jaminan sosial bagi pekerja pada prinsipnya adalah (Zaeni 
Asyhadie, 2013: 35-36): 
1) Upaya perlindungan dasar bagi pekerja guna mengatasi risiko-risiko 
sosial ekonomis atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti: 
a) Kebutuhan pelayanan medis; 
b) Tertundanya, hilangnya, atau turunnya sebagian penghasilan yang 
disebabkan oleh: sakit, hamil, kecelakaan kerja dan penyakit 
29 
 
 
 
jabatan, hari tua, cacat, kematian pencari nafkah, dan 
pengangguran; 
c) Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak. 
2) Upaya mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja 
bagi pekerja yang memiliki peranan besar sebagai pelaksana 
pembangunan. 
Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat mendasar 
yang dilaksanakan berdasarkan asas usaha bersama, kekeluargaan, dan 
gotong royong antara kebijaksanaan pengusaha dan pekerja. 
c. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa 
Konstruksi 
Dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi diatur secara khusus melalui Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja 
Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor 
Usaha Jasa Konstruksi. 
Menurut BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan 
sosial ketenagakerjaan, ruang lingkup program jaminan sosial bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi yang wajib diikuti meliputi: 
1) Jaminan Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan  kerja  adalah  kecelakaan  yang  terjadi dalam  
hubungan  kerja,  termasuk  kecelakaan  yang terjadi  dalam  
perjalanan  dari  rumah  menuju  tempat kerja  atau  sebaliknya  dan  
penyakit  yang  disebabkan oleh lingkungan kerja berdasarkan 
pengertian Pasal 1 angka 6 Permenaker Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja 
Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada 
Sektor Jasa Konstruksi. Sedangkan International Labour 
Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional 
mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kecelakaan fisik atau 
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penyakit sebagai akibat dari kerja dan tidak karena kesengajaan yang 
menimbulkan ketidak-mampuan bekerja untuk sementara atau tetap 
atau kematian. Risiko tersebut memerlukan adanya JKK sebagai 
upaya penanggulangan.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenaker Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi, JKK memberikan manfaat 
berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan bagi pekerja terdaftar 
yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. JKK 
memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang 
mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, kecelakaan lalu lintas 
pada saat pergi dan pulang dari tempat kerja, kecelakaan lalu lintas 
dalam menjalankan tugas serta penyakit akibat kerja (Zaeni Asyhadie, 
2013: 131). 
Berdasarkan Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa 
Konstruksi berikut adalah manfaat dari JKK: 
a) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (tidak ada batas 
biaya) yang meliputi: 
(1) Pemeriksaan dasar dan penunjang; 
(2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 
(3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit 
pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; 
(4) Perawatan intensif; 
(5) Penunjang diagnostik; 
(6) Pengobatan; 
(7) Pelayanan khusus; 
(8) Alat kesehatan dan implan; 
(9) Jasa dokter/medis; 
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(10) Operasi; 
(11) Tranfusi darah, dan 
(12) Rehabilitasi medik. 
b) Santunan berupa uang, meliputi: 
(1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami 
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit 
dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama 
pada kecelakaan, dengan rincian sebagai berikut: 
(a) Bila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau 
paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
(b) Bila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp 
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 
(c) Bila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 
(d) Bila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka 
berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing 
angkutan yang digunakan. 
(2) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB): 
(a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 
100% (seratus persen) dari upah; 
(b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 
75% (tujuh puluh lima persen) dari upah; 
(c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya 
diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah. 
(d) STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja 
sampai dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, 
cacat sebagian fungsi cacat total tetap, atau meninggal 
dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat 
dan/atau dokter penasehat. 
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(3) Santunan cacat meliputi: 
(a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x 
upah sebulan; 
(b) Cacat sebagian fungsi sebesar = % berkurangnya fungsi 
x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan; 
(c) Cacat total tetap sebesar = 70 % x 80 x upah sebulan. 
Dirincikan sebagai berikut: 
Tabel 1. Persentase Cacat Tetap Sebagian dan 
Cacat-Cacat Total. 
Cacat Tetap Sebagian 
% x 
upah 
Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk 
kidal berlaku sebaliknya) 
40 
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 
Lengan kanan dari atas siku ke bawah (untuk kidal 
berlaku sebaliknya) 
35 
Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30 
Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke 
bawah 
32 
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke 
bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya) 
28 
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 
Kedua belah mata 70 
Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 
Pendengaran pada kedua belah telinga 40 
Pendengaran pada sebelah telinga 20 
Ibu jari tangan kanan 15 
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Ibu jari tangan kiri 12 
Telunjuk tangan kanan 9 
Telunjuk tangan kiri 7 
Salah satu jari lain tangan kanan 4 
Salah satu jari lain tangan kiri 3 
Ruas pertama telunjuk kanan 4,5 
Ruas pertama telunjuk kiri 3,5 
Ruas pertama jari lain tangan kanan 2 
Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5 
Salah satu ibu jari kaki 5 
Salah satu jari telunjuk kaki 3 
Salah satu jari kaki lain 2 
Terkelupasnya kulit kepala 30 
Impotensi 40 
Kaki memendek sebelah 
- Kurang dari 5 cm 
- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 
- 7,5 cm atau lebih 
 
10 
20 
30 
Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 
10 desibel 
6 
Penurunan daya dengar sbelah telinga setiap 10 
desibel 
3 
Kehilangan daun telinga sebelah 5 
Kehilangan kedua belah daun telinga 10 
Cacat hilangnya cuping hidung 30 
Perforasi sekat rongga hidung 15 
Kehilangan daya penciuman 10 
Hilangnya kemampuan kerja fisik 
- 51% - 70% 
- 26% - 50% 
 
40 
20 
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- 10% - 25% 5 
Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70 
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap 
kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. 
Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri 
berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler 
dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 
x efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi 
penglihatan terburuk 
7 
Kehilangan penglihatan warna 10 
Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7 
 
 
 
 
(4) Santunan kematian dan biaya pemakaman sebesar = 60% x 80 
x upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM), santunan berkala 
yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia 
atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit 
akibat kerja sebesar = 24 x Rp 200.000,- = Rp 4.800.000,- 
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya pemakaman 
sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 
(5) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) 
dan/atau alat pengganti (prothese) bagi peserta yang anggota 
badannya hilang tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk 
setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat 
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah + 40% (empat 
puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi 
medik maksimum Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 
(6) Penggantian biaya gigi tiruan sebesar paling banyak Rp 
3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan/atau 
Sumber: Lampiran Permenaker Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor 
Jasa Konstruksi. 
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(7) Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal 
dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja ditetapkan 
sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 
2) Jaminan Kematian 
Menurut Pasal 1 angka 1 Permenaker Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja 
Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada 
Sektor Jasa Konstruksi, “JKM adalah  manfaat  uang  tunai  yang  
diberikan  kepada ahli  waris  ketika  peserta  meninggal  dunia  bukan 
akibat kecelakaan kerja.” JKM diperlukan untuk membantu 
meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan 
uang santuan. JKM ini menjadi hak dari para ahli waris (keluarga) 
pekerja, yaitu (Zaeni Asyhadie, 2013: 185-186): 
a) Suami atau isteri yang sah menjadi tanggungan pekerja yang 
terdaftar pada badan penyelenggara; 
b) Anak kandung, anak angkat, dan anak tiri yang belum berusia 21 
tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi 
tanggungan pekerja, dan terdaftar pada badan penyelenggara 
maksimum tiga orang anak. 
Apabila belum atau tidak ada ahli waris yang terdaftar pada badan 
penyelenggara, maka urutan pertama yang diutamakan dalam 
pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman adalah (Zaeni 
Asyhadie, 2013: 186): 
a) Janda atau duda; 
b) Anak; 
c) Orang tua; 
d) Cucu; 
e) Kakek dan nenek; 
f) Saudara kandung; 
g) Mertua. 
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Berdasarkan Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa 
Konstruksi berikut adalah manfaat dari JKK: 
a) Santunan sekaligus Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus 
ribu rupiah); 
b) Santunan berkala sebesar = 24 x Rp 200.000,- = Rp 4.800.000,- 
(empat juta delapan ratus ribu rupiah); 
c) Biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 
d. Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh suatu 
badan hukum publik bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Agar mengakomodir seluruh 
kepentingan masyarakat maka BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kantor 
perwakilan di setiap kabupaten atau kota. 
1) Dasar Hukum 
a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional; 
b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  
2) Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan 
Visi yaitu “Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul 
dalam Operasional dan Pelayanan.” 
Misi yaitu Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS 
Ketenagakerjaan berkomitmen untuk: 
a) Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan 
keluarganya; 
b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja; 
c) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian 
nasional. 
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B. Kerangka Pemikiran 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 
C.   Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
  
1. Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 (2) 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen ke-IV. 
2. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Ketenagakerjaan. 
3. Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. 
4. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian bagi Pekerja 
Sektor Jasa Konstruksi 
 
1. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 
44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian. 
2. Pasal 2 Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja 
Harian Lepas, Borongan, dan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
Pada Sektor Jasa Konstruksi. 
Pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo 
Kontraktor wajib melaksanakan Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian 
Risiko sektor jasa konstruksi 
Perspektif PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam melaksanakan 
ketentuan kewajiban jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi. 
 
Kepatuhan Hukum PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam melaksanakan 
ketentuan kewajiban jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi.  
 
Pekerja Sektor Jasa Konstruksi Tidak Tetap 
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Keterangan: 
Melalui kerangka pemikiran diatas, penulis berusaha menggambarkan 
alur pemikirannya dalam mengkaji, menganalisis, dan menjabarkan proses 
penelitian hukum yang dilakukan terkait dengan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Penulis membatasi 
masalah bahwa pekerja sektor jasa konstruksi yang dimaksud dalam 
penelitian hukum ini yaitu pekerja yang tidak tetap dipekerjakan oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo sebagai mandor, pekerja terampil (tukang) 
dan pekerja kasar. 
Program jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh 
Pemerintah Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya 
dalam mewujudkan hak pekerja atas jaminan sosial dan memberikan 
perlindungan terhadap pekerja atas risiko-risiko apapun yang timbul kapan 
dan dimana saja sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, 
Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 
(2) UU SJSN dan Pasal 6 ayat (2) UU BPJS. Tak terkecuali adalah sektor 
jasa konstruksi, yang menjadi sektor strategis dalam melaksanakan 
pembangunan dengan tingkat risiko yang tinggi. 
Atas dasar hal tersebut, menurut Pasal 4 PP Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Pasal 2 Permenaker 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi maka pelaku usaha jasa 
konstruksi wajib memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK 
dan JKM. Oleh karena itu, PT Adi Nugroho Konstruksindo sebagai salah 
satu perusahaan kontraktor wajib melaksanakan perlindungan JKK dan 
JKM bagi pekerjanya. 
Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis hendak mengkaji dan 
menganalisis terkait dengan perspektif dan kepatuhan hukum PT Adi 
Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan kewajiban 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi.
39 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi PT Adi Nugroho Konstruksindo 
PT Adi Nugroho Konstruksindo merupakan sebuah perseroan 
terbatas yang pada mulanya adalah badan usaha berbentuk 
Commanditaire Vennootschap atau Perseroan Komanditer (CV) dengan 
nama CV Adi Nugroho. CV Adi Nugroho didirikan berdasarkan Akta 
Nomor: 117 tertanggal 29 Juli 1982 dengan kedudukan di Kota Surakarta, 
Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan waktu, guna meningkatkan 
dan memajukan kegiatan usahanya maka CV Adi Nugroho merubah dan 
meningkatkan status Perseroan Komanditer tersebut dari badan usaha 
menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT).  
Terhitung sejak tanggal 27 Februari 2006, CV Adi Nugroho berubah 
nama menjadi PT Adi Nugroho Konstruksindo dan berubah status 
menjadi perusahaan berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas “PT Adi Nugroho Konstruksindo” Nomor: 11 yang 
dibuat oleh Notaris Dyah Widayati, S.H. di Sukoharjo dimana telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: C-09197.HT.01.01.TH.2006 tertanggal 29 
Maret 2006. Berdasarkan akta pendirian tersebut, ditetapkan bahwa PT 
Adi Nugroho Konstruksindo memiliki tiga orang pemegang saham atas 
nama Bambang Nusantoro sebagai Direktur Utama, Dodik Jatmiko 
sebagai Komisaris, dan Kokok Kurniawan sebagai Komisaris Utama. 
Alamat PT Adi Nugroho Konstruksindo ditetapkan di Jalan Bima I 
Nomor 02, RT 001 RW 002, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, 
Kota Surakarta 57115. 
Kini PT Adi Nugroho Konstruksindo di bawah pimpinan seorang 
Direktur bernama Faisal Abdul Azis, S.T. sebagaimana dimuat dalam 
Akta Nomor: 01 tertanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris 
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Wahyu Sari, S.H., M.Kn. di Surakarta dan telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor: 
AHU-AH.01.03.0003605 tertanggal 06 Januari 2017. Akta perubahan 
tersebut memutuskan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksido dimiliki oleh 
3 orang pemegang saham atas nama Faisal Abdul Azis, S.T. sebagai 
Direktur; Rudi Jauhari, S.E. sebagai Komisaris Utama dan Dodik Jatmiko 
sebagai Komisaris. Saat ini kedudukan hukum PT Adi Nugroho 
Konstruksindo berada di Tegalayu RT 001 RW 002, Kelurahan Bumi, 
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 57149 berdasarkan Akta Perubahan 
Terakhir Nomor: 01 tertanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris Wahyu Sari, 
S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor: AHU-
AH.01.03.0010243 tertanggal 12 Januari 2017. 
Keberadaan PT Adi Nugroho Konstruksindo telah dikenal sebagai 
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi. PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam menjalankan usahanya tersebut berperan sebagai 
pelaku usaha jasa pelaksana konstruksi atau sering disebut dengan 
perusahaan kontraktor. Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa 
Pelaksana Konstruksi Nomor: 0495386 tertanggal 08 Juni 2017, PT Adi 
Nugroho Konstruksindo sebagai perusahaan kontraktor digolongkan ke 
dalam golongan skala usaha menengah satu (M1) yaitu perusahaan yang 
memiliki kekayaan bersih minimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah); memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai 
kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 
833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh 
selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; serta memiliki 
Penanggung Jawab Badan Usaha, Penanggung Jawab Teknik, dan 
Penanggung Jawab Kualifikasi masing-masing satu orang. 
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Hasil penelitian menunjukkan PT Adi Nugroho Konstruksindo 
memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 1.210.000.000,00 (satu milyar dua 
ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Badan Usaha Jasa 
Pelaksana Konstruksi Nomor: 0495386 tertanggal 08 Juni 2017. 
Penanggung Jawab Badan Usaha PT Adi Nugroho Konstruksindo yaitu 
Faisal Abdul Azis, S.T., Penanggung Jawab Teknik yaitu Dwi Mulyani, 
S.T., dan Penanggung Jawab Kualifikasi yaitu Rudi Jauhari, S.E. 
2. Struktur Organisasi Internal PT Adi Nugroho Konstruksindo 
Penyusunan struktur organisasi bagi suatu perusahaan menjadi 
penting guna menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi dari 
setiap jabatan sehingga kinerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya dapat berjalan efektif dan efisien. 
 
Gambar 3. Struktur Organisasi PT Adi Nugroho Konstruksindo 
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Sumber: PT Adi Nugroho Konstruksindo tahun 2018. 
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3. Tugas dan Fungsi Setiap Jabatan dalam Struktur Organisasi 
Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, masing-masing 
jabatan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan segala 
kegiatan usaha PT Adi Nugroho Konstruksindo di sektor jasa konstruksi. 
Berikut ini merupakan uraian tentang tugas dan fungsi dari masing-
masing jabatan: 
a. Direktur 
1) Bertanggung jawab penuh untuk kepentingan Perseroan dalam 
mencapai maksud dan tujuannya. 
2) Melaksanakan kerjasama dengan Perseroan lain dan pihak lain. 
3) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional perusahaan. 
4) Mempelajari dan memberikan tandatangan atau persetujuan atas 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melangsungkan 
kegiatan usaha di sektor jasa konstruksi, misalnya kontrak-
kontrak, Surat Perjanjian Kontrak atau Surat Perjanjian 
Pemborongan, dokumen lelang, Surat Perintah Kerja (SPK), serta 
dokumen atau surat lain terkait lainnya. 
5) Melakukan rapat koordinasi terkait rencana penyelenggaraan 
proyek dengan pengguna jasa atau pemilik proyek. 
6) Melakukan rapat koordinasi terkait rencana penyelenggaraan 
proyek dengan Komisaris, Bendahara, Tenaga Ahli Sipil, Tenaga 
Ahli Arsitektur, Pelaksana, Drafter/Juru Ukur, dan Logistik. 
b. Komisaris 
1) Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan dan segala tindakan 
Direktur dalam menjalankan Perseroan. 
2) Memberikan nasehat kepada Direktur apabila diperlukan. 
3) Memeriksa dan mencocokkan keadaan pembukuan keuangan. 
4) Memeriksa surat dan kontrak yang berkaitan dengan perusahaan. 
5) Melakukan rapat koordinasi terkait rencana penyelenggaraan 
proyek dengan Direktur, Bendahara, Tenaga Ahli Sipil, Tenaga 
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Ahli Arsitektur, Pelaksana, Drafter/Juru Ukur, dan Logistik 
apabila diperlukan. 
c. Bendahara 
1) Menyelenggarakan administrasi keuangan, mulai dari pencatatan 
pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 
2) Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan setiap 
proyek yang terselenggara. 
3) Melakukan penagihan uang proyek kepada pengguna jasa atau 
pemilik proyek. 
4) Menerima setoran pembayaran uang proyek yang diberikan oleh 
pengguna jasa atau pemilik proyek. 
5) Bertanggung jawab dalam pembayaran perpajakan yang 
dibebankan pada perusahaan. 
6) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang ada 
kaitannya dengan keuangan. 
d. Tenaga Ahli Sipil 
1) Melakukan analisa perkiraan perhitungan biaya yang diperlukan 
dalam rencana penyelenggaraan proyek bersama dengan Tenaga 
Ahli Arsitektur. 
2) Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam 
penyelenggaraan proyek. 
3) Melakukan analisa dan perencanaan terkait dengan konstruksi, 
struktur proyek, material, perlengakapan dan peralatan yang 
dibutuhkan selama penyelenggaraan proyek. 
4) Membuat rancangan kerja dan gambar kerja tentang konstruksi 
dan struktur proyek yang menjadi pedoman dalam pembangunan 
proyek. 
5) Menyelesaikan permasalahan apabila dalam proses 
penyelenggaran pembangunan proyek ada kesalahan. 
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6) Memantau dan mengawasi proses penyelenggaran pembangunan 
proyek agar tidak keluar dari rancangan kerja, gambar kerja dan 
Rencana Anggaran Biaya. 
7) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
e. Tenaga Ahli Arsitektur 
1) Melakukan analisa dan membuat laporan perkiraan perhitungan 
biaya yang diperlukan dalam rencana penyelenggaraan proyek 
bersama Tenaga Ahli Sipil. 
2) Menentukan dan membuat desain konstruksi proyek yang akan 
dibangun dengan mempertimbangkan permintaan pengguna jasa 
atau pemilik proyek. 
3) Menentukan dan membuat desain eksterior dan desain interior 
pada bangunan. 
4) Menentukan tata letak dan tata ruang pada bangunan. 
5) Menentukan jenis dan tata letak instalasi baik instalasi listrik, 
instalasi air dan instalasi udara yang akan dipasang dalam 
bangunan. 
6) Mengembangkan rancangan kerja dan gambar kerja yang dibuat 
oleh Tenaga Ahli Sipil. 
7) Menyelesaikan permasalahan apabila dalam proses 
penyelenggaran pembangunan proyek ada kesalahan. 
8) Memantau dan mengawasi proses penyelenggaran pembangunan 
proyek agar sesuai dengan rencana konsep dan desain yang sudah 
dibuat. 
9) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
f. Pelaksana 
1) Bertanggung jawab penuh atas proses penyelenggaran 
pembangunan proyek. 
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2) Memastikan persiapan lahan yang akan dibangun, persiapan 
penyediaan material, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan 
serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama 
penyelenggaraan proyek. 
3) Mengadakan bimbingan teknis kepada pengguna jasa konstruksi 
atau pemilik proyek. 
4) Membuat laporan dan melaporkan secara berkala perkembangan 
pembangunan kepada pengguna jasa atau pemilik proyek dan 
perusahaan. 
5) Mempelajari dan menganalisis rencana kerja dan gambar kerja 
yang dibuat oleh Tenaga Ahli Sipil serta rencana konsep dan 
desain konstruksi yang dibuat oleh Tenaga Ahli Arsitektur. 
6) Memantau dan mengawasi proses penyelenggaran pembangunan 
proyek agar sesuai dengan rencana kerja dan gambar kerja serta 
rencana konsep dan desain konstruksi yang sudah dibuat. 
7) Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada pekerja 
proyek berdasarkan rencana kerja dan gambar kerja serta rencana 
konsep dan desain konstruksi yang sudah dibuat. 
8) Memberikan upah kepada pekerja melalui perantara mandor. 
9) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
g. Drafter / Juru Ukur 
1) Melakukan pengukuran dan pemetaan situasi secara teristris 
terhadap lokasi yang akan dibangun. 
2) Melakukan orientasi lapangan dan membuat detail lokasi. 
3) Menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan, buku ukur, alat untuk 
pembuatan benchmark (patok-patok ukur) serta patok lapangan. 
4) Memastikan gambar kerja dan rencana kerja sesuai dengan kondisi 
nyata di lokasi pembangunan. 
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5) Mengukur, menghitung dan memetakan kerangka horizontal dan 
vertikal serta detail situasi dalam suatu peta sesuai dengan skala 
yang ditentukan. 
6) Menentukan batas-batas area pembangunan proyek serta koordinat 
dan tinggi benchmark . 
7) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
h. Logistik 
1) Melakukan koordinasi atas pengadaan barang dan/atau jasa sesuai 
kebutuhan dan permintaan pelaksana proyek.  
2) Melakukan pengelolaan terhadap stok dan distribusi material, 
perlengkapan, dan peralatan yang menunjang selama 
penyelenggaraan proyek. 
3) Mempelajari jenis-jenis material, perlengkapan dan/atau peralatan. 
4) Melakukan pengadaan material, perlengkapan, dan/atau peralatan 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek sesuai waktu yang 
telah ditentukan. 
5) Melakukan pencatatan dan membuat laporan terhadap aktivitas 
keluar dan masuk material, perlengkapan, dan peralatan yang 
tersedia di penyimpanan atau gudang. 
6) Melakukan pembelian kebutuhan material, perlengkapan, dan 
peralatan. 
7) Melakukan penagihan uang untuk kebutuhan logistik kepada 
Bendahara. 
8) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
4. Kegiatan Usaha PT Adi Nugroho Konstruksindo di Sektor Jasa 
Konstruksi 
Keberlangsungan suatu perusahaan bergantung pada kegiatan usaha 
yang dilaksanakan. Sebagai perusahaan di sektor jasa konstruksi, 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Adi Nugroho 
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Konstruksindo” Nomor: 11, PT Adi Nugroho Konstruksindo menjalankan 
usaha di bidang pembangunan dengan kegiatan usaha yang dijalankan 
adalah sebagai berikut: 
a. Pemborongan (General Contractor); 
b. Pengembangan wilayah pemukiman; 
c. Bertindak sebagai pengembang; 
d. Konstruksi besi dan baja; 
e. Pemasangan instalasi-instalasi; 
f. Pemasangan komponen bangunan berat (Heavy Lifting); 
g. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga; 
h. Pemborongan bidang pembangunan umum; 
i. Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi. 
Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yaitu Bapak Faisal Abdul Azis, S.T. pada tanggal 8 
Desember 2018, diketahui bahwa sekarang ini PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya fokus untuk 
mengerjakan proyek-proyek yang biaya anggarannya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta yang 
mana proyek tersebut dilelang atau didapatkan melalui Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota Surakarta. 
Alasan PT Adi Nugroho Konstruksindo tidak menyelenggarakan proyek 
swasta yaitu karena proyek milik Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai lebih 
jelas dan tidak menimbulkan masalah, terutama dalam hal pembayaran 
seperti yang pernah terjadi ketika menyelenggarakan proyek milik 
swasta. 
5. Hak dan Kewajiban PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam 
Penyelenggaraan Proyek 
Suatu penyelenggaraan proyek konstruksi oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo selalu didasarkan pada adanya hubungan hukum yang 
mengikat antara pengguna jasa konstruksi (pemilik proyek) dengan 
penyedia jasa konstruksi (kontraktor). Pada umumnya hubungan hukum 
48 
 
 
 
tersebut dimuat dalam sebuah perjanjian. Karena pengguna jasa konstruksi 
adalah pihak pemerintah Kota Surakarta dan PT Adi Nugroho 
Konstruksindo adalah pihak swasta maka hubungan hukum yang terjadi 
disebut Surat Perjanjian Jasa Konstruksi atau Surat Perjanjian 
Pemborongan. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi PT Adi Nugroho Konstruksindo, antara lain: 
a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
harga yang telah ditentukan; 
b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari  
pemilik proyek untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; 
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pemilik 
proyek; 
d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 
e.  Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, 
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan pekerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan 
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, 
penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 
f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas hasil 
pekerjaan; 
g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemilik proyek; 
h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 
i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi 
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan 
kepada masyarakat maupun pemiliknya akibat kegiatan kontraktor. 
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6. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi yang dipekerjakan oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo 
Penyelenggaraan proyek konstruksi memerlukan manajemen 
organisasi proyek untuk memastikan hasil konstruksi sesuai dengan apa 
yang hendak dicapai. Khusus di PT Adi Nugroho Konstruksindo 
manajemen organisasi proyek belum menggunakan susunan dalam suatu 
bentuk yang terstruktur. Jangka waktu manajemen organisasi proyek ini 
hanya berlangsung untuk masing-masing proyek selama penyelenggaraan 
proyek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Abdul Azis, 
S.T. pada tanggal 08 Desember 2018 diketahui bahwa pada umumnya 
manajemen organisasi proyek yang diselenggarakan PT Adi Nugroho 
Konstruksindo terdiri atas: 
a. Manajer proyek, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho Konstruksindo 
yang bertanggung jawab secara penuh terhadap keseluruhan 
penyelenggaraan proyek konstruksi baik teknis, biaya maupun Analisis 
Dampak Lingkungan (AMDAL). 
b. Site Manager, yaitu yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yang bertanggung jawab dalam hal metode atau tahapan 
penyelenggaraan proyek konstruksi. 
c. Site Engineering, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yang bertanggung jawab dalam perencanaan teknis, 
tahapan pengerjaan proyek dan bahan atau material yang digunakan. 
d. Quality Control, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho Konstruksindo 
yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kualitas hasil pekerjaan 
konstruksi yang diselenggarakan, dari prosedur pengerjaan maupun 
mutu material dan bahan yang digunakan. 
e. Quantity Surveyor, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yang bertanggung jawab atas perhitungan volume 
pekerjaan dan perhitungan harga satuan untuk mengendalikan biaya 
pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. 
50 
 
 
 
f. Pelaksana, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho Konstruksindo yang 
bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan proyek agar tidak 
menyimpang dari rencana kerja dan gambar kerja. 
g. Drafter, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho Konstruksindo yang 
bertanggung jawab atas gambar kerja yang diterapkan dalam proyek 
konstruksi. 
h. Logistik, yaitu pekerja internal PT Adi Nugroho Konstruksindo yang 
bertanggung jawab dalam penyediaan material dan perlengkapan atau 
peralatan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan proyek konstruksi. 
i. Mandor, yaitu pekerja internal maupun eksternal PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan 
mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh tukang selama 
penyelenggaraan proyek. 
j. Tukang, yaitu pekerja eksternal PT Adi Nugroho Konstruksindo yang 
melakukan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketrampilannya. 
Misalnya, tukang batu, tukang ubin, tukang kayu, tukang besi, tukang 
cor, tukang bekisting, tukang paving, tukang pengerasan jalan, dan 
lainnya. 
Pekerja sektor jasa konstruksi yang dikaji oleh penulis dalam 
penelitian hukum ini adalah pekerja sektor jasa konstruksi yang 
dipekerjakan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo, yang terdiri dari 
mandor (pekerja eksternal) dan pekerja lain dibawahnya antara lain 
tukang dan pekerja kasar. Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi 
atau Surat Perjanjian Pemborongan antara PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dengan pemilik proyek yaitu pihak Pemerintah Kota 
Surakarta telah dijelaskan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo 
berkewajiban untuk menyediakan pekerja dalam rangka melaksanakan 
dan menyelesaikan proyek konstruksi. Artinya, pekerja yang dipekerjakan 
oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam proyek konstruksi yang 
diselenggarakan merupakan pekerja borongan. 
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Hal diatas sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Dwi 
Mulyani, S.T. pada 8 Desember 2018, pekerja yang dipekerjakan dalam 
penyelenggaraan proyek konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo 
merupakan pekerja dengan status sebagai pekerja borongan, yaitu pekerja 
yang bekerja pada suatu perusahaan hanya untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan tertentu dari awal sampai akhir proyek. Ditegaskan bahwa 
pekerja sektor jasa konstruksi tersebut bekerja untuk membangun proyek 
jasa konstruksi dalam batas waktu tertentu terhitung sejak dimulainya 
proyek sampai dengan selesainya proyek tersebut. Jumlah pekerja yang 
dipekerjakan pada suatu proyek berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan 
proyek dan kompleksitas proyek. 
Pekerja borongan sektor jasa konstruksi yang bekerja di bawah 
naungan PT Adi Nugroho Konstruksindo pada umumnya bekerja selama 
6 hari kerja yaitu hari Senin-Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 
pukul 16.00 WIB. Sistem upah yang diterima oleh pekerja sektor jasa 
konstruksi di PT Adi Nugroho Konstruksindo yaitu upah mingguan 
dengan waktu pembayaran setiap hari Sabtu. Jumlah upah yang diterima 
setiap pekerja sektor jasa konstruksi berbeda-beda sesuai dengan jabatan. 
Biasanya besaran upah berkisar antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 
100.000,00 sesuai dengan jabatan pekerja. Pemberian upah tersebut tidak 
boleh melebihi dari daftar upah yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum 
sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang setiap proyek.  
7. Pihak Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja 
Sektor Jasa Konstruksi di Kota Surakarta 
Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi 
merupakan program kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Indonesia secara nasional. Program jaminan tersebut diselenggarakan oleh 
suatu badan bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang memiliki kantor 
perwakilan di setiap wilayah kabupaten atau kota. BPJS Ketenagakerjaan 
Kota Surakarta menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja sektor 
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jasa konstruksi yang khusus membawahi wilayah Kota Surakarta. BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta berkedudukan di Jalan Bhayangkara 
Nomor 42, Panularan, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149. 
Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta dipimpin oleh Bapak 
Yosef Rizal selaku Kepala Kantor Cabang. 
Khusus wilayah Kota Surakarta, berdasarkan hasil wawancara yang 
diperoleh penulis pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Ibu Nurul Huda 
Nuraini, A.Md. selaku Penata Madya Kesejahteraan Peserta BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta diketahui bahwa keikutsertaan pemberi 
kerja jasa konstruksi untuk mengikutsertakan pekerjanya pada jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sudah 
dinyatakan aktif. Setiap tahun jumlah keikutsertaan tidaklah selalu sama, 
bergantung pada jumlah proyek yang diselenggarakan dan didaftarkan. 
Tahun 2018, pemberi kerja jasa konstruksi yang menyelenggarakan 
proyek pembangunan konstruksi di Kota Surakarta dan terdaftar pada 
BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta sejumlah kurang-lebih 980 proyek, 
beberapa diantaranya yaitu proyek-proyek yang diselenggarakan oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo. Artinya, pekerja sektor jasa konstruksi yang 
dipekerjakan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo telah diikutsertakan 
pada jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM. 
Bagi pemberi kerja jasa konstruksi yang akan mengerjakan proyek di 
wilayah Kota Surakarta wajib segera mendaftarkan pekerja sektor jasa 
konstruksi pada jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM 
maksimal empat belas (14) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah 
Kerja. Perwakilan pemberi kerja jasa konstruksi dapat langsung 
mendatangi BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta untuk melakukan 
pendaftaran. Prosedur pendaftaran proyek dan pekerjanya pada jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi tidak rumit 
karena prosesnya mudah dan tidak banyak berkas yang dibutuhkan.  
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Berikut ini tahap pendaftaran yang harus dilakukan oleh kontraktor: 
Tabel 2. Mekanisme pendaftaran proyek konstruksi dan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
Tahap Keterangan Proses 
1 Perwakilan kontraktor mendatangi BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta dengan membawa Surat Perintah Kerja yang dibuat 
antara kontraktor dengan pemilik proyek atau pengguna jasa 
konstruksi. 
2 Perwakilan kontraktor mengisi Formulir Pendaftaran Proyek 
Konstruksi. (Terlampir) 
3 Perwakilan kontraktor mengisi Formulir Daftar Harga Satuan 
Upah Tenaga Kerja. (Terlampir) 
4 Perwakilan kontraktor mengisi Formulir Daftar Nama Tenaga 
Kerja. (Terlampir) 
5 Serahkan Surat Perintah Kerja yang telah dibawa dan formulir 
yang telah diisi tadi kepada staf pegawai BPJS Ketenagakerjaan 
Kota Surakarta. Kemudian untuk menetapkan iuran yang 
dibebankan kepada kontraktor maka dihitung dengan sistem 
komputer disertai dengan berapa jumlah pekerja maksimal yang 
mungkin masih bisa diikutsertakan pada jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
6 Usai perhitungan selesai, BPJS Ketenagakerjaan akan 
mengeluarkan surat tagihan yang ditujukan kepada kontraktor 
terkait dengan penetapan iuran yang wajib dibayarkan oleh 
kontraktor. (Terlampir) 
7 Setelah menerima surat terkait penetapan iuran jaminan sosial 
ketenagakerjaan, kontraktor wajib membayar iuran secara 
sekaligus atau secara bertahap sesuai yang telah dibebankan 
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melalui Bank. Serahkan bukti pembayaran lunas dari bank 
kepada staf pegawai BPJS Ketenagakerjaan Solo. 
8 Sebagai bukti telah membayar iuran secara lunas (sekaligus 
atau tahap 1), BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta akan 
menerbitkan Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi. (Terlampir) 
 
 
 
Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi berlaku untuk masing-masing proyek konstruksi yang 
dikerjakan oleh perusahaan kontraktor. Iuran tersebut sudah 
mengakomodir seluruh pekerja sektor jasa konstruksi yang terdaftar pada 
suatu proyek. Ketika proyek telah usai, maka jaminan sosial 
ketenagakerjaan tersebut secara otomatis sudah tidak berlaku. 
Singkatnya, jaminan sosial berlaku hanya selama jangka waktu 
pelaksanaan proyek konstruksi berlangsung. Kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi bersifat open policy 
yaitu jaminan sosial yang memungkinkan kontraktor untuk mendaftarkan 
pekerja-pekerja susulan (tambahan) selama proyek masih berlangsung. 
Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak menutup kemungkinan 
terjadinya pengajuan klaim atau ganti rugi. Menurut Ibu Nurul Huda 
Nuraini, A.Md. pada tanggal 22 Februari 2019, prosedur pengajuan klaim 
jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM memiliki prosedur 
yang berbeda. Berikut ini akan diuraikan prosedur pengajuan klaim baik 
untuk klaim JKK maupun klaim JKM: 
a. Klaim JKK 
Kecelakaan kerja yang menimpa pekerja sektor jasa konstruksi 
yang dilindungi oleh JKK, meliputi kecelakaan kerja yang terjadi di 
tempat kerja, kecelakaan lalu lintas ketika pekerja akan berangkat ke 
tempat kerja atau perjalanan pulang dari tempat kerja, kecelakaan lalu 
lintas ketika pekerja di bawah perintah pemberi kerja jasa konstruksi, 
Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurul 
Huda Anggraeni, A.Md. pada tanggal 21 Desember 2018. 
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serta penyakit akibat kerja. Apabila pekerja sektor jasa konstruksi 
mengalami hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pemberi kerja 
jasa konstruksi diperkenankan untuk mengajukan klaim atas JKK 
kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta dengan melampirkan 
berkas-berkas yang disyaratkan dalam pelaporan terjadinya 
kecelakaan kerja. 
Klaim atas JKK diajukan oleh perwakilan pemberi kerja jasa 
konstruksi sehingga pencairan ganti rugi diberikan BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta melalui kontraktor (tidak langsung 
diberikan kepada pekerja). Apabila pekerja sektor jasa konstruksi 
yang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, maka 
pengajuan klaim dilakukan kontraktor bersama dengan ahli waris 
pekerja. Berikut ini dokumen administrasi yang diperlukan oleh 
pemberi kerja jasa konstruksi untuk mengajukan klaim JKK: 
 
Tabel 3. Checklist Data Pendukung Klaim JKK bagi 
Pekerja Sektor Jasa Konstruksi 
No Data Pendukung 
1 Formulir 3 (F3) KK 1 Tahap I 
2 Formulir 3a (F3a) KK 2 Tahap II 
3 Formulir 3b (F3b) KK 3 / Surat Keterangan Dokter 
4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerja 
5 Berita Acara Kepolisian (apabila kecelakaan lalu lintas) 
6 
Surat Kesaksian atas kronologi kejadian (2 orang saksi dan 
dilampiri fotokopi KTP masing-masing saksi) 
7 
Absensi pekerja 1 minggu sebelum kecelakaan kerja dan 
absensi pekerja ketika mulai masuk kerja (asli / fotokopi)  
8 
Kuitansi biaya perawatan bermaterai cukup dan stempel 
(materai 3000 untuk biaya diatas Rp 250.000,00 atau 
materai 6000 untuk biaya diatas Rp 1.000.000,00) 
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9 
Rincian kuitansi stempel (rincian biaya rawat inap, rincian 
biaya rawat jalan, fotokopi resep obat, hasil rontgen tertulis, 
hasil laboratorium dan pendukung lainnya) 
10 
Kuitansi biaya transportasi stempel (mencantumkan nomor 
kendaraan, asal, dan tujuan kendaraan) 
11 Surat istirahat dokter 
12 
Fotokopi surat rujukan (apabila pindah tempat layanan 
dokter/klinik/rumah sakit) 
13 
Fotokopi surat tugas (apabila sedang di bawah perintah 
tugas tugas) atau fotokopi surat perintah lembur (apabila 
terjadi ketika lembur) 
14 
Fotokopi bukti pendaftaran dan pembayaran proyek jasa 
konstruksi 
15 
Fotokopi daftar nama pekerja dan fotokopi daftar harga satuan 
upah pekerja 
16 
Fotokopi Surat Perjanjian Kerja dan Adendum (apabila ada 
perubahan) 
17 Fotokopi Buku Rekening Perusahaan 
APABILA MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN 
KERJA/PENYAKIT KERJA 
1 
Surat kematian dari rumah sakit/klinik/dokter atau dari pejabat 
yang berwenang (asli dan dilegalisir kelurahan-kecamatan) 
2 
Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang (asli 
dan dilegalisir kelurahan-kecamatan) 
3 Fotokopi surat/buku nikah (status menikah) 
4 Fotokopi KTP ahli waris (dilegalisir kelurahan-kecamatan) 
5 Fotokopi KK (dilegalisir kelurahan-kecamatan) 
 
 
 
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2019. 
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Proses pengajuan klaim JKK dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Perwakilan kontraktor setelah mendapatkan laporan kecelakaan 
kerja pekerja yang dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang 
saksi, segera mendatangi BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta 
maksimal 2x24 jam setelah kejadian tersebut untuk melaporkan 
peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja sektor jasa 
konstruksi. 
2) Perwakilan kontraktor mengisi dan melengkapi Formulir 3 (F3) 
KK 1 Tahap I yaitu formulir untuk melaporkan dugaan adanya 
kecelakaan kerja. (satu rangkap diserahkan kepada Dinas 
Ketenagakerjaan yang kini dipusatkan di Kantor Satuan 
Pengawas Ketenagakerjaan Gedung Badan Koordinator Wilayah 
(Bakorwil) Surakarta maksimal 2x24 jam setelah kejadian. 
3) Perwakilan kontraktor mengisi dan melengkapi Formulir 3a (F3a) 
KK 2 Tahap II yaitu formulir untuk mengajukan klaim setelah 
adanya pernyataan bahwa pekerja sembuh, cacat atau meninggal 
dunia akibat kecelakaan kerja. (satu rangkap diserahkan kepada 
Dinas Ketenagakerjaan yang kini dipusatkan di Badan 
Koordinator Wilayah (Bakorwil) Se-Soloraya maksimal 2x24 jam 
setelah ada pernyataan tersebut). 
4) Perwakilan kontraktor memberikan Formulir 3b (F3b) KK 3 / 
Surat Keterangan Dokter yaitu formulir yang diisi oleh Dokter 
untuk menyatakan atau memberikan catatan medis atas 
kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja sektor jasa konstruksi. 
5) Perwakilan kontraktor mengisi dan melengkapi Surat Kesaksian 
yaitu surat yang menguraikan kronologis kecelakaan kerja yang 
disaampaikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
6) Setelah semua formulir dan berkas administrasi lain yang harus 
dilampirkan sudah dinyatakan lengkap, staf pegawai BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta menghitung klaim yang harus 
dibayarkan kepada pekerja. 
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7) Jangka waktu pembayaran klaim maksimal 7 (tujuh) hari kerja 
sejak adanya laporan Formulir 3 (F3) KK 1 Tahap I diserahkan 
kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. 
b. Klaim JKM 
Jaminan kematian hanya dapat diklaimkan oleh pihak keluarga 
pekerja apabila pekerja meninggal dunia di luar dari kriteria yang 
sudah dikategorikan pada kecelakaan kerja, misalnya sakit bukan 
karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maupun meninggal 
dunia mendadak. Peran kontraktor hanya mendampingi dan 
menyediakan dokumen administrasi yang diperlukan pada saat 
pengajuan klaim. Karena itulah, pembayaran klaim langsung 
diserahterimakan kepada ahli waris pekerja tanpa perantara pemberi 
kerja jasa konstruksi. Pengajuan klaim atas kematian pekerja 
memerlukan dokumen administrasi seperti yang dicantumkan di 
dalam tabel di bawah ini: 
 
Tabel 4. Checklist Data Pendukung Klaim JKM bagi 
Pekerja Sektor Jasa Konstruksi 
No Data Pendukung 
1 
Bukti kepesertaan pemberi kerja sektor jasa konstruksi 
a. Fotokopi pendaftaran proyek jasa konstruksi 
b. Fotokopi daftar nama pekerja sektor jasa konstruksi 
c. Fotokopi daftar satuan upah pekerja sektor jasa 
konstruksi 
d. Fotokopi kwitansi iuran jasa konstruksi 
2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerja (asli) 
3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerja 
4 Kartu Keluarga (KK) pekerja (asli) 
5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pekerja 
6 Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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(asli) 
7 
Fotokopi Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 
8 
Surat Kematian dari rumah sakit atau klinik (apabila 
meninggal di rumah sakit / klinik) 
9 
Surat Keterangan ahli waris dari dilegalisir kelurahan 
kecamatan (asli) 
10 
Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari dilegalisir 
kelurahan kecamatan 
11 Fotokopi Surat Nikah apabila sudah menikah (dan asli) 
12 Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris pekerja (asli) 
13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris pekerja 
14 Fotokopi buku tabungan ahli waris pekerja 
15 Surat keterangan berhenti bekerja karena meninggal dunia 
 
 
Proses pengajuan klaim JKM dapat dilakukan melalui tahap berikut 
ini: 
1) Ahli waris pekerja yang meninggal dunia diminta untuk 
melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan Surakarta sesegera 
mungkin. 
2) Apabila dokumen administrasi sudah dinyatakan lengkap, BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta segera membayarkan JKM 
kepada ahli waris pekerja sektor jasa konstruksi maksimal 3 (tiga) 
hari kerja setelah adanya laporan kematian tersebut. 
 
 
 
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun 2019. 
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B. Pembahasan 
1. Perspektif PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam Melaksanakan 
Ketentuan Kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja 
Sektor Jasa Konstruksi 
Program kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi yaitu JKK dan JKM merupakan program yang 
dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan 
perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. Program tersebut sebagai wujud untuk menjaga 
keberlangsungan kesejahteraan pekerja sektor jasa konstruksi dan 
keluarganya terutama kesejahteraan ekonomi apabila menghadapi risiko-
risiko yang tidak terduga. Singkatnya, setiap pekerja yang bekerja pada 
sektor jasa konstruksi wajib untuk diikutsertakan pada JKK dan JKM.  
Ketentuan kewajiban pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi oleh pemberi kerja konstruksi diatur 
dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa 
Konstruksi (selanjutnya disingkat Permenaker Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian 
Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa 
Konstruksi). Istilah pekerja sektor jasa konstruksi dalam ketentuan 
kewajiban tersebut mencakup pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan 
pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja PKWT). 
Sedangkan pemberi kerja jasa konstruksi atau yang sering disebut dengan 
kontraktor meliputi individu atau perorangan maupun perusahaan baik 
milik negara atau swasta. Salah satu kontraktor yang berperan sebagai 
pemberi kerja jasa konstruksi adalah PT Adi Nugroho Konstruksindo. 
Oleh karena itu, PT Adi Nugroho Konstruksindo sebagai perusahaan 
kontraktor tidak lepas dari kewajiban untuk melaksanakan jaminan sosial 
61 
 
 
 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi yang bekerja pada 
proyek yang diselenggarakannya. 
Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yaitu Bapak Faisal Abdul Azis, S.T. pada tanggal 8 
Desember 2018 mengungkapkan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo 
telah mengetahui bahwa pemerintah Indonesia menerapkan program 
kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu JKK dan JKM mulai tahun 2017. Hanya saja PT Adi 
Nugroho Konstruksindo tidak mengetahui peraturan mana yang mengatur 
tentang ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi tersebut. PT Adi Nugroho Konstruksindo 
mengetahui ketentuan kewajiban tersebut dari syarat pelelangan proyek 
APBD Kota Surakarta yang diikuti pada pertengahan tahun 2017 setelah 
PT Adi Nugroho Konstruksindo mengalami peralihan saham. Syarat 
pelelangan proyek tersebut mewajibkan setiap pemenang lelang untuk 
melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi sebagaimana amanah Permenaker Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian 
Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha 
Jasa Konstruksi. 
Merujuk pada ketentuan pelelangan proyek APBD Kota Surakarta 
dan Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi maka setiap 
kontraktor yang menjadi pemenang wajib mendaftarkan proyek dan 
mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi dalam jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang bersifat sekaligus yaitu JKK dan JKM pada BPJS 
Ketenagakerjaan. Artinya, bersifat sekaligus yaitu bahwa pekerja sektor 
jasa konstruksi yang diikutsertakan pada jaminan sosial ketenagakerjaan 
oleh kontraktor sudah memperoleh kedua perlindungan secara utuh (tidak 
terpisah) dari adanya risiko-risiko yang timbul yaitu JKK dan JKM. 
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Maksud adanya ketentuan kewajiban tersebut guna memastikan bahwa 
pemberi kerja jasa konstruksi benar-benar memenuhi hak-hak pekerja 
sektor jasa konstruksi atas JKK dan JKM.  
Lelang proyek APBD Kota Surakarta pertama yang dimenangkan 
oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo setelah terjadi peralihan saham yaitu 
pada tahun 2017. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Ibu Nurul Huda 
Anggraeni selaku Penata Madya Kesejahteraan Peserta BPJS 
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Surakarta pada 21 Desember 2018 
yang menyatakan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo terdaftar sebagai 
perusahaan kontraktor yang mengikutsertakan pekerja sektor jasa 
konstruksi pada jaminan sosial ketenagakerjaan sejak bulan November 
tahun 2017 dalam Proyek Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung 
Perpustakaan. Maka sesuai ketentuan, PT Adi Nugroho Konstruksindo 
wajib mendaftarkan proyek tersebut dan mengikutsertakan pekerja sektor 
jasa konstruksi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Ketentuan syarat lelang tersebut yang 
mendasari keikutsertaan PT Adi Nugroho Konstruksindo untuk 
mendaftarkan pekerja sektor jasa konstruksi pada jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Karena apabila kontraktor tidak melaksanakan ketentuan 
kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi, maka uang 
proyek tidak bisa dicairkan untuk kontraktor. 
Bermula dari syarat ketentuan kewajiban tersebut, PT Adi Nugroho 
Konstruksindo menyadari bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku 
bersifat baku dan mengikat. Artinya, PT Adi Nugroho Konstruksindo 
secara sukarela harus tunduk dan bersedia dalam melaksanakan ketentuan 
kewajiban untuk mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi pada 
jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM. Mengingat apabila 
tidak dilaksanakan maka PT Adi Nugroho Konstruksindo tidak dapat 
melanjutkan proyek jasa konstruksi yang akan dikerjakan atau uang 
proyek tidak dapat dicairkan. Pemenuhan terhadap kewajiban tersebut 
menjadi suatu hal yang harus diterima dan dilaksanakan bagi PT Adi 
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Nugroho Konstruksindo karena sejalan dengan manfaat yang diperoleh. 
Oleh karena itu, PT Adi Nugroho Konstruksindo setuju dan sepakat 
adanya program jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi karena 
menguntungkan bagi kedua belah pihak baik pekerja sektor jasa konstruksi 
dan kontraktor apabila terjadi risiko-risiko. 
Keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu JKK dan JKM merupakan program positif yang sangat 
bermanfaat untuk menjamin keselamatan dan keamanan pekerja, 
memberikan ketenangan serta melindungi kesejahteraan bagi pekerja dan 
keluarganya. Dampaknya ketika menyelesaikan pekerjaan, pekerja sektor 
jasa konstruksi merasa aman, nyaman, dan tenang karena keselamatan 
mereka sudah ada yang menjamin yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Apabila 
pekerja sektor jasa konstruksi mengalami risiko-risiko, mereka memiliki 
hak untuk mengajukan klaim atas JKK dan JKM yang dapat berupa ganti 
rugi, santunan uang atau biaya pengobatan dan perawatan.  
Bagi PT Adi Nugroho Konstruksindo memberikan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi bukan merupakan 
sesuatu hal yang merugikan perusahaan karena sudah diperhitungkan 
terlebih dahulu. Manfaat mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi 
dalam jaminan sosial ketenagakerjaan diibaratkan sebagai bentuk investasi 
apabila terjadi risiko-risiko tak terduga. Maksudnya, meskipun kelak 
timbul suatu risiko yang mengakibatkan kerugian dalam pengerjaan 
proyek yang menimpa kepada pekerja sektor jasa konstruksi baik karena 
risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian, tetapi itu tidak 
menimbulkan kerugian yang benar-benar besar terutama dalam keuangan 
perusahaan sebab biaya ganti rugi / kompensasi tersebut telah ditangani 
atau di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelanggara 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Mendaftarkan proyek dan mengikutsertakan pekerja sektor jasa 
konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta menjadi unsur 
terpenting dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
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pekerja sektor jasa konstruksi. Disampaikan oleh Bapak Faisal Abdul 
Azis, S.T. pada tanggal 5 Januari 2019 bahwa prosedur untuk 
mendaftarkan proyek dan mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi 
pada jaminan sosial ketenagakerjaan sederhana dan tidak berbelit-belit. 
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Rizkia Rahmani Maulana, S.T. 
selaku pegawai PT Adi Nugroho Konstruksindo yang sering mengurus 
pendaftaran proyek dan keikutsertaan pekerja sektor jasa konstruksi pada 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Menurut Ibu Rizkia Rahmani Maulana, S.T., proses pendaftaran 
proyek dan mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi yang 
dilakukan pada JKK dan JKM di BPJS  Kota Surakarta merupakan proses 
yang sederhana, sangat mudah, dan tidak rumit karena semua prosesnya 
langsung dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Berkas yang 
dibutuhkan hanya Surat Perintah Kerja (SPK) dan formulir yang wajib 
untuk diisi. Bahkan pembayaran iuran jasa konstruksi dapat dilakukan di 
Bank yang berada di dalam BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Oleh 
karena itu, tidak pernah terjadi kendala atau hambatan yang 
mengakibatkan proses pendaftaran menjadi sulit dan bermasalah, termasuk 
proses pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. 
Akan tetapi dari studi dokumen dari BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta yang didapatkan oleh penulis pada tanggal 08 Maret 2019 
menunjukkan hasil sebagai berikut: 
 
Tabel 5. Kelengkapan Dokumen Administrasi PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi. 
No Nama Proyek 
Formulir Daftar 
Harga Satuan Upah 
Formulir Daftar 
Nama Pekerja 
1. 
Konstruksi 
Lanjutan 
Lengkap Lengkap 
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Pembangunan 
Gedung 
Perpustakaan Kota 
Surakarta. 
2. 
Peningkatan Jalan 
Sabrang Lor (DAK-
Reguler. 
Kurang Lengkap, 
tidak mencantumkan 
daftar upah masing-
masing jenis 
pekerjaan 
Lengkap 
3. 
Pembangunan 
Drainase (Saluran) 
Semanggi Kota 
Surakarta Tahun 
Anggaran 2018. 
Lengkap 
Tidak Lengkap, 
tidak dicantumkan 
atau dilampirkan 
4. 
Pembangunan 
Rumah Jabatan 
Walikota Kota 
Surakarta Tahun 
Anggaran 2018. 
Lengkap 
Tidak Lengkap, 
tidak dicantumkan 
atau dilampirkan 
5. 
Pembangunan 
Gedung Kantor 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 
2018. 
Kurang Lengkap, 
tidak mencantumkan 
daftar upah masing-
masing jenis 
pekerjaan 
Kurang Lengkap, 
tidak mencantumkan 
data lain yaitu 
Nomor KTP, 
Jabatan, Upah 
Sehari 
 
 
 
 
Sumber: Diolah Penulis dari Studi Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta tahun 2017-2018 yang diperoleh penulis pada 08 
Maret 2019. 
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Saat dikonfirmasi kepada Ibu Rizkia Rahmani Maulana, S.T. pada 
tanggal 11 Maret 2019 terkait ketidak-lengkapan formulir, ia 
menyampaikan alasan tidak melampirkan atau menyusulkannya lagi 
karena masalah waktu dan tidak dipermasalahkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Selain itu, tabel diatas menunjukkan 
adanya formulir-formulir yang tidak diisi atau dicantumkan secara lengkap 
sebagaimana mestinya misalnya formulir daftar nama pekerja untuk 
proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Daerah 
Kota Surakarta yang tidak diisi lengkap oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dimana hanya tercantum nama pekerja saja, formulir daftar 
harga satuan upah pekerja untuk proyek Peningkatan Jalan Sabrang Lor 
dan proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Daerah 
Kota Surakarta yang tidak mencantumkan besaran upah masing-masing 
kelompok jabatan pekerjaan. 
Menanggapi hal tersebut diatas, pada tanggal 14 Maret 2019 Ibu 
Nurul Huda, A.Md. mengatakan bahwa tidak lengkapnya formulir daftar 
nama pekerja dan daftar harga satuan upah tidak menjadi masalah 
meskipun memang sebaiknya diisi secara lengkap. Namun apabila terjadi 
risiko, wajib bagi kontraktor untuk menyusulkan dan melengkapi formulir-
formulir tersebut. 
“Kalau tidak ada ya mereka wajib kalau ada risiko melengkapi, jadi kalau 
ada risiko memang harus disusulkan dan dilengkapi datanya. Tapi 
harusnya ada. Kalau kita nunggu mereka isi komplit kan kasian kalau 
tidak didaftarkan, nah makanya bisa disusulkan. Setiap ada perubahan 
pekerja itu maksimal tujuh hari udah harus diberitahukan sama BPJS.” 
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak terlepas dari 
pengurusan klaim (pencairan atas ganti rugi) apabila terjadi kecelakaan 
kerja atau pekerja meninggal dunia. Meskipun belum pernah mengajukan 
klaim baik JKK dan JKM karena tidak pernah ada kecelakaan kerja 
maupun pekerja yang meninggal dunia, dikatakan oleh Bapak Faisal Abdul 
Azis, S.T. pada 11 Januari 2019 bahwa prosedur untuk mengajukan klaim 
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harus melalui beberapa proses atau tahap (step by step) dan dinilai rumit 
bahkan diakui membuat kebingungan karena banyaknya dokumen 
administrasi yang harus dilengkapi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak 
Faisal Abdul Azis, S.T. pada tanggal 13 Maret 2019, minimnya kecelakaan 
kerja konstruksi yang menimpa pekerja PT Adi Nugroho Konstruksindo 
diantisipasi sedemikian rupa oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo dengan 
adanya pengawasan secara rutin dan berkala selama proyek konstruksi 
berlangsung, mempersiapkan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi meskipun jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak bisa 
dirasakan semua pekerja sektor jasa konstruksi, dan yang paling terpenting 
adalah selalu mengingatkan pekerja untuk selalu berhati-hati dalam 
melakukan pekerjaan proyek agar senantiasa aman dan selamat. Upaya 
antisipasi untuk meminimalisir kecelakaan kerja tersebut yang 
menyebabkan PT Adi Nugroho Konstruksindo sama sekali belum pernah 
mengajukan klaim atas JKK karena tidak ada peristiwa kecelakaan kerja 
yang terjadi. 
Proses pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi tidak melibatkan diri pekerja secara langsung karena 
semua proses menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh kontraktor baik 
pembayaran iuran maupun klaim. Agar diikutsertakan pada jaminan sosial 
ketenagakerjaan, pekerja sektor jasa konstruksi yang dipekerjakan oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo hanya menyiapkan fotokopi KTP yang 
kemudian akan didata oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo sebagai arsip 
pribadi perusahaan (tidak diserahkan pada BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta) apabila timbul risiko. Meskipun tidak terlibat langsung dalam 
pembayaran iuran pekerja sektor jasa konstruksi tetap wajib untuk 
memperoleh hak-haknya sebagai pekerja sektor jasa konstruksi.  
Dikonfirmasi pada tanggal 16 Maret 2019 melalui Bapak Subadi 
selaku mandor yang pernah dipekerjakan PT Adi Nugroho Konstruksindo, 
disampaikan bahwa pekerja sudah mengetahui apabila mereka 
diikutsertakan pada JKK dan JKM. 
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“Harusnya sih tahu ya mbak tapi ya mungkin sekedar tahu aja nggak 
sampai yang detail banget ya. Kan sebelum proyek itu jalan, sama kita 
pekerja udah di kasih tau kalau kita bakal daftarin mereka di jamsostek, 
kan juga nanti kita minta mereka numpuk KTP. Fungsinya kalau ada apa-
apa kita udah punya data nanti tinggal klaim.” 
 Informasi keikutsertaan pekerja pada jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi biasanya disampaikan oleh pelaksana atau 
mandor sebelum pengerjaan proyek disertai pengumpulan fotokopi KTP 
pekerja. Namun pengetahuan pekerja terbatas hanya pada maksud dan 
tujuan JKK dan JKM secara singkat. Misalnya, JKK yaitu jaminan yang 
memberikan perlindungan bagi pekerja sektor jasa konstruksi selama 
kepentingan bekerja. Apabila kecelakaan kerja terjadi di luar kepentingan 
bekerja maka pekerja tidak berhak atas JKK. Terhadap keberadaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, pekerja sektor jasa konstruksi 
sangat setuju karena membantu dan melindungi pekerja apabila terjadi 
risiko-risiko tidak terduga. 
Pernyataan Bapak Subadi tersebut sejalan dengan hasil sampling 
yang dilakukan penulis tanggal 16-21 Maret 2019 kepada pekerja sektor 
jasa konstruksi yang pernah dipekerjakan PT Adi Nugroho Konstruksindo. 
Metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah 
responden sebanyak 18 orang. Berikut ini penjabaran hasil sampling 
penulis yang diberikan kepada pekerja sektor jasa konstruksi yang 
dipekerjakan PT Adi Nugroho Konstruksindo: 
 
Tabel 6. Perspektif pekerja PT Adi Nugroho Konstruksindo terhadap 
ketentuan kewajiban jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi 
No Daftar Pernyataan 
Keterangan 
SS/ST S/T 
KS/ 
KT 
TS/ 
TT 
STS/
STT 
1. Pengetahuan terhadap 5 13 - - - 
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keberadaan jaminan 
sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu jaminan 
kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian. 
2. 
Tanggapan atau sikap 
terhadap keberadaan 
jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu jaminan 
kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian. 
18 - - - - 
3. 
Arti penting jaminan 
sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu jaminan 
kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian. 
18 - - - - 
4. 
Tanggapan atau sikap 
terhadap PT Adi 
Nugroho Konstruksindo 
atas pelaksanaan jaminan 
sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu jaminan 
kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian. 
18 - - - - 
5. Pengetahuan terhadap 14 4 - - - 
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jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu jaminan 
kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian oleh 
PT Adi Nugroho 
Konstruksindo. 
6. 
Pengetahuan terhadap 
manfaat jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa 
konstruksi yaitu jaminan 
kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian. 
1 13 4 - - 
7. 
Tanggapan atau sikap 
terhadap pengajuan klaim 
jaminan kecelakaan kerja 
maupun jaminan 
kematian oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo 
apabila pekerja sektor 
jasa konstruksi 
kecelakaan kerja maupun 
meninggal dunia. 
18 - - - - 
 
 
 
Penulis menguraikan hasil sampling diatas sebagai berikut: 
a. Poin 1 menyatakan seberapa mengetahui pekerja sektor jasa 
konstruksi PT Adi Nugroho Konstruksindo atas adanya JKK dan 
Sumber: Diolah penulis dari hasil sampling kuesioner terhadap pekerja 
sektor jasa konstruksi PT Adi Nugroho Konstruksindo pada 
tanggal 16-21 Maret 2019. 
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JKM. Hasil diatas menunjukkan data bahwa sebanyak 13 (tiga belas) 
pekerja mengetahui akan jaminan tersebut, sedangkan 5 (lima) 
pekerjanya bahkan memberikan jawaban sangat mengetahui. Artinya, 
72,2% mayoritas pekerja sudah mengetahui haknya atas perlindungan 
JKK dan JKM. 
b. Poin 2 menyatakan seberapa pekerja sektor jasa konstruksi PT Adi 
Nugroho Konstruksindo menyetujui adanya jaminan tersebut. Hasil 
sampling menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 18 (delapan 
belas) orang sangat setuju terhadap adanya JKK dan JKM. Artinya, 
100% tidak ada satu pun yang menolak adanya jaminan tersebut. 
c. Poin 3 menyatakan seberapa penting JKK dan JKM bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi PT Adi Nugroho Konstruksindo. Hasil sampling 
memperlihatkan bahwa seluruh pekerja sebanyak 18 (delapan belas) 
atau 100% responden setuju dengan arti penting JKK dan JKM. 
d. Poin 4 menyatakan seberapa besar tingkat persetujuan pekerja sektor 
jasa konstruksi terhadap pelaksanaan JKK dan JKM oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo terhadap diri mereka sebagai bentuk 
pencegahan, perlindungan, hingga pengendalian apabila terjadi risiko-
risiko mendadak. Dari hasil diketahui apabila semua pekerja tiada ada 
yang menolak. Artinya, 18 (delapan belas) responden atau 100% 
pekerja sangat setuju apabila PT Adi Nugroho Konstruksindo harus 
melaksanakan JKK dan JKM bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
e. Poin 5 menyatakan seberapa tahu pekerja sektor jasa konstruksi 
bahwa mereka telah didaftarkan pada JKK dan JKM oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo. Dari hasil pengambilan sampel diketahui jika 
mereka semua sudah mengetahui akan didaftarkan pada JKK dan 
JKM. Ada 77,8% menyatakan sangat tahu dan 22,2% sudah tahu. 
f. Poin 6 menyatakan seberapa besar tingkat pengetahuan pekerja sektor 
jasa konstruksi terhadap manfaat JKK dan JKM. Hasil sampling 
memperlihatkan pada dasarnya 72,2% responden mengetahui manfaat 
JKK dan JKM. Ada satu orang yang menyatakan sangat mengetahui, 
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13 (tiga belas) responden menyatakan mengetahui dan sisanya 4 
(empat) orang memberikan jawaban kurang mengetahui.  
g. Poin 7 menyatakan seberapa pekerja sektor jasa konstruksi menyetujui 
apabila PT Adi Nugroho Konstruksindo wajib mengajukan klaim atas 
risiko-risiko yang timbul. Hasil sampling menunjukkan bahwa tidak 
ada satupun responden pekerja yang menolak hal tersebut. Artinya, 
100% keseluruhan responden yang berjumlah 18 (delapan belas) 
sama-sama setuju dan sepakat agar apabila terjadi risiko-risiko, PT 
Adi Nugroho Konstruksindo berkewajiban untuk mengajukan klaim. 
Uraian diatas menggambarkan bahwa sebagian besar pekerja sektor jasa 
konstruksi sudah mengetahui keberadaan, arti penting, dan manfaat 
kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan namun hanya yang sifatnya 
umum saja. Pekerja sektor jasa konstruksi juga mengetahui bahwa PT Adi 
Nugroho Konstruksindo telah mengikutsertakan mereka pada jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagai bentuk 
pemenuhan terhadap kewajiban kontraktor selaku pemberi kerja jasa 
konstruksi. Pekerja sektor jasa konstruksi sangat setuju apabila PT Adi 
Nugroho Konstruksindo sebagai pihak yang mempekerjakan mereka harus 
melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mereka. Selain untuk 
menjamin dan mengendalikan akibat dari risiko-risiko yang mungkin 
timbul, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi 
memberikan rasa aman dan ketenangan dalam bekerja. 
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Bapak 
Faisal Abdul Azis, S.T., Ibu Rizkia Rahmani Maulana, S.T., dan Bapak 
Subadi serta studi dokumen dan hasil sampling sebagaimana telah 
diuraikan diatas, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK 
dan JKM bagi pekerja sektor jasa konstruksi oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dilandasi karena adanya ketentuan yang mewajibkan yaitu 
syarat lelang proyek dimana setiap peserta pemenang pelelangan 
diharuskan untuk melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerjanya. Syarat tersebut sesuai dengan amanah Permenaker 
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Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi yang dijadikan sebagai 
dasar acuan dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi. 
Secara umum pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 
Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, yang 
menjelaskan apabila setiap pemberi kerja jasa konstruksi termasuk dalam 
hal ini PT Adi Nugroho Konstruksindo wajib melaksanakan JKK dan JKM 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi yang dipekerjakan dalam proyek 
meskipun hanya berstatus sebagai pekerja borongan. Namun apabila dikaji 
lebih dalam, terdapat hal-hal penting dan mendasar yang “luput” dalam 
proses pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo yaitu pemenuhan 
dokumen administrasi dan jangka waktu pendaftaran. 
Kajian pertama berkaitan dengan formulir pendaftaran yaitu formulir 
daftar nama pekerja yang memuat identitas atau data diri pekerja yaitu 
nama, nomor KTP, tanggal lahir, jabatan, dan upah sehari. Dilihat dari 
pelaksanaannya sejak tahun 2017, PT Adi Nugroho Konstruksindo pernah 
tidak melampirkan formulir tersebut untuk proyek Pembangunan Saluran 
Semanggi dan proyek Pembangunan Rumah Jabatan Walikota Surakarta 
serta formulir daftar nama pekerja untuk proyek Pembangunan Gedung 
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta yang 
hanya mencantumkan nama pekerja tanpa dilengkapi data diri pekerja 
yang lain. Padahal formulir tersebut memiliki arti penting untuk 
memberikan kejelasan data siapa saja pekerja yang memperoleh 
perlindungan JKK dan JKM apabila terjadi kecelakaan kerja maupun 
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meninggal dunia. Maka dalam pengisian data tersebut sudah seharusnya 
mencantumkan identitas pekerja dengan benar, jelas dan lengkap. 
Sikap PT Adi Nugroho Konstruksindo yang seperti itu menandai 
belum terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat (1) karena rumusan pasal 
tersebut memerintahkan pemberi kerja jasa konstruksi ketika dalam 
pendaftaran untuk melampirkan formulir daftar nama pekerja. Semestinya 
proses tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja, mengingat proses 
pendataan bukanlah sesuatu yang rumit dan menghabiskan waktu yang 
lama. Meskipun oleh BPJS Ketenagkerjaan dimungkinkan atau diberikan 
kesempatan untuk disusulkan paling lambat 7 (tujuh) hari. Oleh karena itu, 
sudah seharusnya diwajibkan bagi kontraktor untuk mengisi atau 
mencantumkan identitas data pekerja pada formulir daftar nama pekerja 
secara lengkap, benar dan jelas ketika pendaftaran itu juga. Tujuannya 
yaitu untuk benar-benar memastikan bahwa data-data pekerja yang 
dicantumkan adalah riil bukan sekedar formalitas belakadan pekerja segera 
memperoleh kepastian hukum atas perlindungan JKK dan JKM apabila 
tiba-tiba timbul risiko tersebut. 
Kajian kedua masih terkait dengan formulir pendaftaran yaitu 
formulir daftar harga satuan upah sebagai gambaran perhitungan jumlah 
pekerja dan upah masing-masing jenis pekerjaan dalam proyek konstruksi 
yang ditargetkan oleh kontraktor. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
bahwa diwajibkan bagi pemberi kerja jasa konstruksi untuk 
menyampaikan daftar harga satuan upah pekerja. Namun pada proyek 
Peningkatan Jalan Sabrang Lor dan proyek Pembangunan Gedung Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, PT Adi Nugroho 
Konstruksindo tidak mencantumkan upah masing-masing jenis pekerjaan. 
Artinya, PT Adi Nugroho Konstruksindo sebagai pemberi kerja jasa 
konstruksi melanggar ketentuan tersebut karena seharusnya PT Adi 
Nugroho Konstruksindo mencantumkan data upah masing-masing jenis 
dengan lengkap, benar dan jelas. 
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Kajian ketiga yaitu ada hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo yaitu waktu pendaftaran proyek yang 
melebihi jangka waktu yaitu 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkan 
Surat Perintah Kerja (SPK). Contohnya adalah proyek Pembangunan 
Rumah Jabatan Walikota Surakarta, dimana pendaftaran dilakukan di 
bulan Juli 2018 padahal proyek dimulai sejak bulan Mei 2018. Artinya,  
PT Adi Nugroho Konstruksindo baru mendaftarkan proyek dan 
mengikutsertakan pekerja pada jaminan sosial ketenagakerjaan kurang 
lebih dua bulan setelah SPK diterbitkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 3 ayat (3) yang memerintahkan pemberi kerja jasa 
konstruksi dalam hal ini adalah PT Adi Nugroho Konstruksindo untuk 
mendaftarkan proyek pada jaminan sosial ketenagakerjaan tidak lebih dari 
14 (empat belas) hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan. 
Semakin cepat didaftarkan maka akan semakin cepat pula pekerja 
memperoleh perlindungan JKK dan JKM. Ketentuan ini menjadi upaya 
antisipasi dan pengendalian apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja 
atau meninggal dunia di awal penyelenggaraan proyek. Karena semakin 
cepat pekerja diikutsertakan pada jaminan sosial ketenagakerjaan maka 
akan semakin pasti perlindungan sosial ekonomis yang diterima sebagai 
hak bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
Dari ketiga kajian tersebut diatas, menurut penulis dengan tidak 
lengkapnya formulir pendaftaran khususnya formulir daftar nama pekerja 
dan formulir daftar harga satuan upah, serta keterlambatan pendaftaran 
menunjukkan adanya potensi ketidak-seriusan dari PT Adi Nugroho 
Konstruksindo dalam memberikan perlindungan berupa jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Sehingga pelaksanaan 
jaminan sosial ini oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo mengindikasikan 
hanya sebagai formalitas belaka agar terhindar dari adanya akibat atau 
ancaman sanksi yaitu tidak turunnya/cairnya uang proyek jasa konstruksi. 
Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut terjadi di dalam praktik yaitu 
rumusan ketentuan yang kurang tegas menetapkan kewajiban kontraktor 
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terkait dengan mekanisme pendaftaran dan ketidak-tegasan petugas 
pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta sebagai penyelenggara 
dan pengawas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. Sebagai akibat pemberian toleransi dari BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta atas tindakan pengabaian yang dilakukan 
oleh kontraktor sehingga proses pendaftaran masih belum optimal. 
Praktik-praktik yang kurang jelas dan kurang pasti tersebut secara 
tidak langsung menunjukkan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo 
dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi belum pada hakikat sesungguhnya yaitu perlindungan 
terhadap pekerja dari risiko sosial ekonomis akan tetapi cenderung demi 
keuntungan dan keberlangsungan perusahaan saja. Dengan kurang 
lengkapnya formulir-formulir sebagai data administrasi pekerja pada BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta dan keterlambatan pendaftaran juga 
mencerminkan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo belum mampu 
sepenuhnya untuk memenuhi tujuan dari pelaksanaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi yaitu menciptakan 
kepastian hukum. Meskipun praktik tersebut tidak menimbulkan akibat 
hukum apapun dan bagi siapapun, namun kelengkapan administrasi 
pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran merupakan hal yang penting 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi untuk memastikan perlindungan hak 
atas JKK dan JKM yang mereka miliki. 
Mengkaji jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi tidak terlepas dari iuran wajib yang harus dibayarkan oleh 
pemberi kerja jasa konstruksi. Menurut tata cara pembayarannya dapat 
dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. Dalam hal pembayaran iuran jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi ini, PT Adi Nugroho 
Konstruksindo memilih untuk dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) yaitu 
dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus. Artinya, 
pembayaran iuran dilakukan dengan lunas sekali bayar, tidak dicicil atau 
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dibayar secara bertahap. Oleh karena itu, selama ini untuk semua proyek 
yang diselenggarakan antara lain proyek Lanjutan Pembangunan Gedung 
Perpustakaan Kota Surakarta, proyek Peningkatan Jalan Sabrang Lor, 
proyek Pembangunan Saluran Semanggi, proyek Pembangunan Rumah 
Jabatan Walikota Kota Surakarta, dan proyek Pembangunan Gedung 
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta 
menggunakan sistem pembayaran iuran sekali bayar lunas dan tidak 
terutang. Artinya, proses pembayaran iuran sebagai salah satu bagian dari 
pelaksanaan jaminan sosial ketengakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo telah memenuhi apa yang 
diperintahkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1). 
Penetapan jumlah iuran yang wajib dibayarkan oleh kontraktor 
bergantung pada ada atau tidak komponen upah masing-masing jenis 
pekerjaan pada Surat Perintah Kerja (SPK). Apabila ada maka jumlah 
iuran dihitung berdasarkan upah satu bulan masing-masing jenis pekerjaan 
tersebut, sedangkan apabila komponen upah tidak ada maka jumlah iuran 
dihitung berdasarkan nilai kontrak proyek. Sesuai aturan perhitungan 
ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Permenaker Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian 
Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  pada Sektor Usaha 
Jasa Konstruksi, iuran JKK dan JKM memiliki besaran presentase yang 
berbeda. Berikut ini rincian cara penghitungan iuran JKK dan JKM baik 
berdasarkan upah satu bulan atau nilai kontrak proyek: 
 
Tabel 7. Perhitungan Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi Berdasarkan Nilai Upah Satu Bulan 
(Komponen Upah Diketahui) 
Nilai Upah 
(NU) 
Presentase 
iuran 
JKK 
Presentase 
iuran 
JKM 
Total Iuran 
NU satu bulan 1,74% 0, 30% 2,04% x NU satu bulan 
Sumber: Diolah penulis dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun     
2019. 
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Tabel 8. Perhitungan Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi Berdasarkan Nilai Kontrak Proyek 
(Komponen Upah Tidak Diketahui ) 
Nilai Kontrak (NK) 
Presentase 
iuran 
JKK 
Presentase 
iuran 
JKM 
Total Iuran  
0 > NK ≥ 100 juta 0,21% 0,03% 0,24% x NK (a) 
100 juta > NK ≥ 500 juta 0,17% 0,02% 0,19% x NK + (a) (b) 
500 juta > NK ≥ 1 M 0,13% 0,02% 0,15% x NK + (b) (c) 
1 M > NK ≥ 5 M 0,11% 0,01% 0,12% x NK + (c) (d) 
> 5 M 0,09% 0,01% 0,10% x NK + (d)  
           
 
Karena seluruh penyelenggaraan proyek oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa memuat 
atau mencantumkan komponen upah maka penetapan besaran iuran yang 
wajib dibayarkan dihitung berdasarkan nilai kontrak proyek. Hal tersebut 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang mengatur perhitungan 
JKK dan Pasal 10 ayat (1) yang mengatur perhitungan JKM.  
Sebagai bukti bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo telah 
mendaftarkan proyek dan mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi 
pada JKK dan JKM maka BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti 
kepesertaan berupa sertifikat, nomor kepesertaan, dan bukti pembayaran 
iuran sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4). Namun dari wawancara 
dengan Bapak Faisal Abdul Azis, S.T. dan hasil studi dokumen yang 
diperoleh penulis tidak terdapat adanya bukti kepesertaan berupa sertifikat 
hanya bukti kuitansi pembayaran iuran yang diterima PT Adi Nugroho 
Konstruksindo setelah pelunasan iuran. Dikonfirmasi oleh Ibu Nurul Huda, 
A.Md. pada tanggal 14 Maret 2019 bahwa pemberi kerja jasa konstruksi 
tidak diberikan karena sudah ada dokumen kuitansi pembayaran,  
penetapan iuran, pendaftaran proyek, dan formulir harga satuan upah. 
Sumber: Diolah penulis dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta tahun     
2019. 
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“Sertifikat kepesertaan itu ada 2 (dua), satu sertifikat kepesertaan 
perusahaan diberikan saat perusahaan daftar pertama kali sebagai 
peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan pada saat pendaftaran proyek dan 
sertifikat kepesertaan proyek yang diberikan pada saat pendaftaran 
proyek. Untuk sertifikat proyek kita tidak berikan karena sudah ada berkas 
kuitansi, penetapan, pendaftaran dan harga satuan upah yang kita berikan 
saat perusahaan daftar dan bayar iuran proyek.” 
Artinya, BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta belum memenuhi amanah 
Pasal 3 ayat (4) karena seharusnya sertifikat kepesertaan untuk proyek 
wajib diberikan kepada kontraktor dalam hal ini yaitu PT Adi Nugroho 
Konstruksindo, kecuali jika di dalam ketentuan tersebut menyebutkan 
diperbolehkannya salah satu dokumen saja yang disampaikan kepada 
kontraktor. 
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi yang dilakukan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo tidak 
terlepas dari kesadaran hukum yang dimiliki. Semakin lemah kesadaran 
hukum, semakin kurang baik pelaksanaan atau implementasi terhadap 
hukum. Sebaliknya semakin kuat kesadaran hukum maka semakin baik 
pula pelaksanaan terhadap hukum. Berdasarkan konsep Achmad Ali 
dinyatakan bahwa kesadaran hukum mengkaji pengetahuan subjek hukum 
terhadap hukum yang kemudian diwujudkan ke dalam suatu tindakan. 
Kesadaran hukum ditimbulkan oleh adanya hubungan pengaruh antara 
hukum dan masyarakat yaitu suatu kondisi dimana hukum dan masyarakat 
dilihat dari sebagai sesuatu yang ada pada diri masing-masing. 
Maksudnya, hukum berada di tengah-tengah masyarakat sebagai subjek 
hukum dan sebaliknya masyarakat berada diantara hukum. 
Melihat dari uraian analisis yang telah disampaikan penulis, sesuai 
dengan teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto maka PT Adi 
Nugroho Konstruksindo masih memiliki kesadaran hukum yang lemah 
terhadap ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi tersebut. Lemahnya kesadaran hukum PT Adi 
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Nugroho Konstruksindo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan sampai pola 
perilaku hukum.  
a. Pengetahuan hukum 
Faktor pengetahuan hukum merupakan tahap dasar pertama yang 
mempengaruhi kesadaran hukum. Semakin luas pengetahuan hukum 
subjek hukum maka akan semakin baik kesadaran hukum yang 
dimiliki. Pengetahuan hukum merupakan suatu keadaan dimana 
subjek hukum mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh 
aturan hukum tersebut. Pada penelitian ini, pengetahuan hukum yang 
dimiliki PT Adi Nugroho Konstruksindo hanya terbatas pada adanya 
ketentuan kewajiban pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi. PT Adi Nugroho Konstruksindo tidak 
mengetahui aturan hukum yang memuat ketentuan tersebut. Apabila 
subjek hukum tidak mengetahui sumber pengaturan suatu ketentuan 
ada dimana maka kecil kemungkinan ia mengetahui lebih dalam 
terkait dengan aturan tersebut. Artinya, PT Adi Nugroho 
Konstruksindo belum memiliki pengetahuan hukum yang baik atas 
ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. 
b. Pemahaman hukum 
Tahap ini bergantung pada pengetahuan hukum. Apabila subjek 
hukum tidak mengetahui hukum maka kecil kemungkinan akan 
memahami hukum. Dengan pengetahuan hukum yang seadanya 
terhadap ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi, PT Adi Nugroho Konstruksindo hanya sebatas 
mengerti dan memahami inti dari hakikat, isi, maksud, tujuan dan 
manfaat adanya ketentuan tersebut. Pemahaman tersebut ditunjukkan 
melalui kepesertaan pekerja sektor jasa konstruksi PT Adi Nugroho 
Konstruksindo pada JKK dan JKM yang diselenggarakan BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Maka pelaksanaan PT Adi Nugroho 
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Konstruksindo terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi masih belum maksimal karena kurang 
memahami ketentuan kewajiban tersebut secara mendalam. Hal ini 
ditandai dengan pengabaian beberapa ketentuan Permenaker 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi seperti Pasal 3 
ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 5 ayat (1). 
c. Sikap hukum 
Tahap ini mengisyaratkan penilaian subjek hukum yang ditandai 
dengan kecenderungan sikap terhadap pemberlakuan suatu ketentuan, 
apakah ia menerima atau menolak. Dalam penelitian ini, PT Adi 
Nugroho Konstruksindo menyatakan setuju dan menerima ketentuan 
kewajiban pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. Artinya, PT Adi Nugroho Konstruksindo tidak 
keberatan dalam melaksanakan ketentuan kewajiban tersebut. Namun 
sikap hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo ini cenderung dilandasi 
oleh adanya faktor akibat hukum atau sanksi hukum sehingga secara 
tidak langsung PT Adi Nugroho Konstruksindo tidak bisa 
menolaknya. 
d. Pola perilaku hukum 
Sebagai perwujudan nyata bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo 
menerima berlakunya ketentuan kewajiban pelaksanaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi, maka PT Adi 
Nugroho mengikutsertakan pekerjanya pada JKK dan JKM bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta. Hal ini dipengaruhi oleh sikap hukum yang dimiliki PT Adi 
Nugroho Konstruksindo. Apabila bersikap menerima maka harus 
dibuktikan secara nyata meskipun sikap tersebut didorong oleh adanya 
faktor tekanan dari luar demi kepentingan keberlangsungan 
perusahaan. Namun pola perilaku yang ditunjukkan PT Adi Nugroho 
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Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan jaminan tersebut 
menggambarkan adanya praktik-praktik pengabaian dalam hal proses 
administrasi. Padahal dokumen administrasi tersebut menjadi bukti 
keseriusan atau tidaknya kontraktor dalam melindungi pekerja dengan 
JKK dan JKM. Apabila dokumen administrasi khususnya formulir 
daftar nama pekerja tidak diisi dengan benar, lengkap dan jelas 
menjadi isyarat bahwa perwujudan hukum dalam pola perilaku nyata 
tidak didasarkan atas pemahaman yang baik terhadap ketentuan itu. 
Keempat faktor tersebut diatas mencerminkan tingkat kesadaran 
hukum yang dimiliki oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo terhadap 
ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi. Apabila kesadaran hukum hanya sebatas pengetahuan 
hukum saja maka kesadaran hukumnya masih lemah, sebaliknya apabila 
kesadaran hukum sudah mencapai tahap pola perilaku hukum yang positif 
maka tingkat kesadaran hukumnya sudah kuat. Dalam penelitian hukum 
ini, PT Adi Nugroho Konstruksindo memiliki pengetahuan hukum yang 
terbatas, pemahaman hukum yang seadanya, sikap hukum yang menerima 
karena agar terhindar dari akibat hukum, dan pola perilaku hukum yang 
didorong oleh pengaruh di luar jiwa dan keyakinananya, maka dapat 
dinyatakan bahwa kesadaran hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo 
terhadap ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi adalah masih lemah. 
Kesadaran hukum yang dimiliki oleh subjek hukum memberikan 
pengaruh pada implementasi atau pelaksanaan terhdap hukum. Semakin 
kuat kesadaran hukum yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan 
untuk melaksanakan hukum. Begitu pun sebaliknya semakin lemah 
kesadaran hukum maka semakin kecil kemungkinan untuk melaksanakan 
hukum. Meskipun begitu, kesadaran hukum tidak menentukan sejauh 
mana keberhasilan pelaksanaan hukum. Keberhasilan pelaksanaan hukum 
oleh subjek hukum dapat diketahui dengan menguraikan beberapa 
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indikator, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap 
kecenderungan) dan struktur birokrasi. 
Berkaitan dengan kesadaran hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo 
yang masih lemah maka penulis akan menguraikan sejauh mana dan 
bagaimana pelaksanaan PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam 
melaksanakan ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi dengan mempertimbangkan indikator-
indikator yang telah disebutkan diatas berdasarkan teori implementasi 
kebijakan yang disampaikan oleh George Edwards III: 
a. Komunikasi 
Sekuat apapun kesadaran hukum yang dimiliki, apabila tidak 
didukung dengan komunikasi yang baik maka sulit untuk 
melaksanakan hukum. Proses komunikasi dalam penelitian hukum ini 
melibatkan pihak yang menyelenggarakan hukum yaitu BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Surakarta dengan pihak yang melaksanakan 
hukum (implementor) yaitu PT Adi Nugroho Konstruksindo. Fungsi 
dari komunikasi ini untuk menjelaskan dan menyampaikan informasi 
isi, maksud, dan tujuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta 
kepada PT Adi Nugroho Konstruksindo. Indikator komunikasi dalam 
pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo belum berjalan 
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: 
1) Proses penyampaian informasi (tranmisi) masih belum dipahami 
sepenuhnya oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo dimana 
pengetahuan terhadap ketentuan ini masih sempit dan terbatas; 
2) Kejelasan informasi terkait dengan maksud, isi dan tujuan 
ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi sebetulnya sudah jelas hanya saja proses-proses tertentu 
yang sengaja tidak dipenuhi; 
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3) Konsistensi komunikasi, ini berkaitan dengan apa yang 
diperintahkan dalam ketentuan jaminan sosial tersebut apakah 
benar-benar harus dilaksanakan atau tidak dengan pengawasan 
BPJS Ketenagkerjaan. Apabila perintah ketentuan tidak konsisten 
maka akan mendorong kontraktor melaksanakan kewajiban 
dengan seenaknya saja (fleksibel) seperti apa yang telah dilakukan 
PT Adi Nugroho Konstruksindo. 
Indikator komunikasi yang terjadi antara BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta dengan PT Adi Nugroho Konstruksindo berjalan kurang 
baik. 
b. Sumber daya 
Pelaksanaan terhadap hukum dapat berhasil apabila ada sumber daya 
atau subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan 
perintah dari aturan atau ketentuan tersebut. Pada penelitian hukum 
ini, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo bisa terlaksana 
karena adanya staf atau pegawai perusahaan yang diberikan 
wewenang untuk bertindak sebagai implementor. Tanpa wewenang 
yang diberikan maka seorang implementor tidak bisa melaksanakan 
apa yang diperintahkan kepadanya karena tidak memiliki kecakapan 
untuk bertindak secara hukum. PT Adi Nugroho Konstruksindo 
memberikan wewenang tersebut kepada satu orang staf pegawai atas 
nama Ibu Rizkia Rahmani Maulana, S.T. Pemberian wewenang 
biasanya ditujukan kepada seorang implementor yang dianggap telah 
mengerti dan memahami ketentuan dengan baik. Namun dalam hal 
ini, kualitas pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo terhadap ketentuan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi masih belum 
memadai. Hal ini dibuktikan dengan masih diabaikannya hal-hal yang 
penting dan mendasar dalam proses pelaksanaan terutama terkait 
dengan kelengkapan dokumen administrasi. 
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c. Disposisi 
Sikap kemauan yang dimiliki implementor untuk melaksanakan 
ketentuan. Sikap kemauan dan keinginan untuk menerima dan tidak 
menolak apa yang menjadi kewajibannya tersebut ditunjukkan oleh 
PT Adi Nugroho Konstruksindo atas dasar karena adanya ancaman 
sanksi. Mengingat bahwa ketentuan kewajiban tersebut bersifat baku 
dan mengikat sehingga semua yang berstatus sebagai pemberi kerja 
jasa konstruksi tidak bisa mengelak atau menghindar dari tanggung 
jawab untuk mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi pada 
jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM. Artinya, 
pelaksanaan tersebut dilakukan dengan dibawah tekanan sehingga 
belum dilakukan secara sungguh-sungguh oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo yang didasari kesadaran, kejujuran maupun 
keterbukaan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa pelaksanaan jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo masih kurang optimal karena dilaksanakan 
dengan apa adanya sebagai formalitas belaka. 
d. Struktur birokrasi 
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh PT Adi Nugroho 
Konstruksindo diselenggarakan di BPJS Ketenagakerjaan Kota 
Surakarta. Agar pelaksanaan berhasil dengan baik maka dibutuhkan 
mekanisme atau prosedur pelaksanaan yang tegas, jelas dan sesuai 
dengan tujuan yang hendak dicapai. Prosedur yang dimaksud yaitu 
tentang bagaimana mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi 
pada jaminan sosial ketenagakerjaan dan bagaimana prosedur 
pengajuan klaim apabila terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal 
dunia. Namun pada pelaksanaan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo, 
mekanisme pendaftaran masih belum dilakukan secara optimal 
ditandai dengan dokumen administrasi yang tidak diisi lengkap 
bahkan ada yang tidak dilampirkan. Mekanisme yang kurang tegas 
yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta ini 
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memberikan potensi apabila pelaksanaan jaminan sosial 
ketenagkerjaan bagi pekerja sektror jasa konstruksi oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo menjadi tidak tertib administrasi dan tidak 
mencerminkan kepastian hukum. 
Sebagaimana uraian diatas, bahwa pelaksanaan ketentuan kewajiban 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi oleh PT 
Adi Nugroho Konstruksindo dinyatakan belum terlaksana dengan baik. 
Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tersebut akan mencerminkan 
kepatuhan hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan 
ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi baik langsung maupun secara tidak langsung. Semakin baik 
implementasi yang dilaksanakan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo, 
maka semakin patuh PT Adi Nugroho Konstruksindo terhadap ketentuan 
hukum tersebut. 
Pelaksanaan ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi oleh kontraktor memang sangat 
diperlukan. Mengingat, jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut sebagai 
upaya preventif untuk melindungi, mengendalikan, dan mengembangkan 
keberlangsungan hidup pekerja beserta keluarganya terutama segi 
ekonomi. Risiko-risiko yang timbul menimpa pekerja sektor jasa 
konstruksi baik kecelakaan kerja maupun meninggal dunia cepat atau 
lambat pasti akan mempengaruhi perekonomian keluarga pekerja terlebih 
pekerja sektor jasa konstruksi merupakan tulang punggung. Hal ini karena 
risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian merupakan risiko ekonomis 
yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan kerugian bagi 
penderita ditinjau dari segi ekonomi. Misalnya, berkurangnya atau 
hilangnya pendapatan yang diperoleh pekerja karena risiko-risiko tersebut. 
Oleh karena itu, PT Adi Nugroho Konstruksindo wajib dan harus 
bertanggungjawab dalam mengikutsertakan pekerjanya pada jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. 
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2. Kepatuhan Hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam  
Melaksanakan Ketentuan Kewajiban Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal Abdul 
Azis, S.T pada tanggal 18 Februari 2019 dan hasil konfirmasi penulis 
terhadap BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta yang diwakili oleh Ibu 
Nurul Huda, A.Md. pada tanggal 08 Maret 2019 diperoleh data bahwa  PT 
Adi Nugroho Konstruksindo telah menyelenggarakan 5 (lima) proyek 
konstruksi yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dimana semua proyek tersebut telah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan 
Kota Surakarta, proyek-proyek tersebut antara lain: 
 
Tabel 9. Daftar Proyek Konstruksi PT Adi Nugroho Konstruksindo yang 
Terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. 
No Nama Proyek Periode 
Iuran Jasa Konstruksi 
(JKK dan JKM) 
1. 
Konstruksi Lanjutan 
Pembangunan Gedung 
Perpustakaan Kota 
Surakarta, alamat Jalan 
Hasanudin Nomor 112 
Kota Surakarta. 
Agustus  
2017 
- 
Desember 
2017 
Rp 3.856.300,00 
(Tiga juta delapan ratus 
lima puluh enam ribu 
tiga ratus rupiah) 
2. 
Peningkatan Jalan 
Sabrang Lor (DAK-
Reguler), alamat 
Kelurahan Mojosongo, 
Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta. 
April 2018 
- 
September 
2018 
Rp 6.674.600,00 
(Enam juta enam ratus 
tujuh puluh empat ribu 
enam ratus rupiah) 
3. 
Pembangunan Drainase 
(Saluran) Semanggi 
Kota Surakarta Tahun 
Juli 2018 
- 
November 
Rp 3.610.400,00 
(Tiga juta enam ratus 
sepuluh ribu empat ratus 
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Anggaran 2018, alamat 
Kelurahan Semanggi, 
Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta. 
2018 rupiah) 
4. 
Pembangunan Rumah 
Jabatan Walikota Kota 
Surakarta Tahun 
Anggaran 2018, alamat 
Loji Gandrung, Jalan 
Slamet Riyadi Kota 
Surakarta. 
Mei 2018 
- 
Oktober 
2018 
Rp 4.212.800,00 
(Empat juta dua ratus 
dua belas ribu delapan 
ratus rupiah) 
5. 
Pembangunan Gedung 
Kantor Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota 
Surakarta Tahun 
Anggaran 2018, alamat 
Kota Surakarta. 
Juli 2018 
- 
November 
2018 
Rp 5.534.200,00 
(Lima juta lima ratus 
tiga puluh empat ribu 
dua ratus rupiah) 
 
 
 
Tabel data daftar proyek diatas menjelaskan bahwa PT Adi Nugroho 
Konstruksindo sebagai kontraktor yang mempekerjakan pekerja di sektor 
jasa konstruksi telah melaksanakan ketentuan kewajiban yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 2 Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa 
Konstruksi. Dimana PT Adi Nugroho Konstruksindo merupakan pemberi 
kerja jasa konstruksi sehingga wajib untuk mengikutsertakan pekerjanya 
pada JKK dan JKM. Kepesertaan tersebut dibuktikan dengan iuran jasa 
konstruksi yang telah dibayarkan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo 
Sumber: Diolah penulis dari Hasil Studi Dokumen BPJS Ketenagakerjaan 
Kota Surakarta tahun 2017-2018 yang diperoleh penulis pada 
08 Maret 2019. 
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kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta sebagaimana tercantum 
pada tabel diatas. 
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa 
konstruksi dinyatakan sudah patuh atau belum apabila pemberi jasa 
konstruksi telah melakukan kewajibannya terhadap pekerja, yaitu: 
a. Mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi pada JKK dan JKM 
yang dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran iuran jasa 
konstruksi yang disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan, dan 
b. Memberikan ganti rugi (klaim) apabila pekerja sektor jasa konstruksi 
mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. 
Terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor 
jasa konstruksi oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo dapat dijelaskan 
penulis sebagai berikut: 
a. Adanya daftar proyek sejak tahun 2017 sebagaimana tercantum diatas 
yang penulis dapatkan dari data resmi milik BPJS Ketenagakerjaan 
Kota Surakarta melalui Ibu Nurul Huda Anggraeni, A.Md. 
menunjukkan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo telah melunasi 
pembayaran iuran jasa konstruksi. Hal ini sebagai bukti konkret yang 
menandai apabila PT Adi Nugroho Konstruksindo sudah 
mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi pada JKK dan JKM. 
Namun beberapa proses dalam pendaftaran misalnya kelengkapan 
formulir dan keterlambatan atau penundaan mengikutsertakan pekerja 
telah diabaikan sehingga esensi dari perlindungan pekerja menjadi 
berbeda. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh PT Adi 
Nugroho Konstruksindo bukan karena menyadari arti penting jaminan 
sosial ketenagakerjaan, akan tetapi demi menyelamatkan 
keberlangsungan usaha jasa konstruksi dari timbulnya akibat hukum 
yaitu tidak turunnya/tidak dicairkannya uang proyek.  
b. Pengajuan klaim baik jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan 
kematian belum pernah diajukan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo 
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karena tidak ada pekerja sektor jasa konstruksi yang mengalami 
kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. 
Berdasarkan hal yang telah dijelaskan penulis diatas maka dapat 
dinyatakan bahwa PT Adi Nugroho Konstruksindo telah melaksanakan 
dengan patuh ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja sektor jasa konstruksi yaitu Pasal 2 ayat (1) Permenaker 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. Akan tetapi kepatuhan 
hukum tersebut dalam penerapannya masih ada hal-hal yang belum 
dilaksanakan secara menyeluruh ditandai dengan masih adanya 
kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam praktik. Meskipun begitu 
kekurangan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga secara 
keseluruhan PT Adi Nugroho Konstruksindo telah dinyatakan patuh 
terhadap ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. 
Sesuai dengan uraian penulis tersebut diatas, menurut jenis 
kepatuhan hukum yang disampaikan oleh Achmad Ali bahwa kepatuhan 
terhadap hukum yang dilaksanakan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo 
merupakan kepatuhan yang bersifat compliance, yaitu kepatuhan subjek 
hukum dalam hal ini PT Adi Nugroho Konstruksindo terhadap ketentuan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi karena 
dilandasi adanya sanksi hukum yaitu tidak turunnya/cairnya uang proyek 
dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang proyek. Artinya, pelaksanaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo agar 
PT Adi Nugroho Konstruksindo terhindar dari akibat hukum maupun 
sanksi administratif seperti yang telah disebutkan diatas. Sesuai Pasal 59 
dan Pasal 60 PP Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian, sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada 
kontraktor yang tidak mengikutsertakan pekerja sektor jasa konstruksi 
pada jaminan sosial ketenagakerjaaan, antara lain: 
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a. Teguran tertulis; 
b. Denda; 
c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, misalnya berupa: 
1) Tidak memperoleh izin untuk melakukan usaha; 
2) Tidak diizinkan untuk mengikuti lelang proyek; 
3) Tidak diizinkan untuk mempekerjakan pekerja asing; 
4) Tidak memperoleh izin sebagai penyedia perusahaan penyedia jasa 
pekerja; 
5) Tidak memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Kepatuhan hukum  bersifat compliance mengartikan bahwa 
kepatuhan hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo terjadi secara tidak 
langsung. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang dimiliki PT Adi 
Nugroho Konstruksindo muncul bukan dari jiwa dan keyakinan dari dalam 
dirinya. Artinya, kesadaran tersebut muncul bukan dari jiwa dan 
keyakinanya maupun menyadari bahwa keberadaan ketentuan kewajiban 
jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, 
kemanfaatan dan keadilan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Akan tetapi, 
kesadaran hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo muncul karena adanya 
dorongan dari luar dirinya dimana setiap aturan ketentuan atau hukum 
memiliki sifat yang baku dan mengikat umum sehingga harus bersedia 
untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan daripada harus 
menerima sanksi apabila tidak menaati aturan. Oleh karena itu, PT Adi 
Nugroho Konstruksindo melaksanakan ketentuan kewajiban jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi karena takut apabila 
dijatuhi hukuman sehingga PT Adi Nugroho Konstruksindo berupaya 
menghindar dari hukuman atau sanksi negatif dengan melaksanakan 
ketentuan tersebut. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Sesuai dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari 
kegiatan penelitian hukum maka dapat ditarik simpulan sebagaimana berikut: 
1. Perspektif PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan ketentuan 
kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi 
yaitu dilandasi atas dasar syarat lelang proyek dan adanya akibat atau sanksi 
hukuman. Pelaksanaan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 2 
ayat (1) Permenaker Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. Meskipun begitu 
pelaksanaan tersebut secara keseluruhan belum dapat terlaksana dengan baik 
karena masih terjadi kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Misalnya 
ketidak-lengkapan dokumen administrasi pendaftaran dan keterlambatan 
dalam mendaftarkan proyek di BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Faktor 
penyebabnya antara lain kesadaran hukum yang masih lemah, beberapa 
ketentuan pasal yang kurang tegas misalnya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), 
serta pengawasan petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta 
yang kurang optimal. Padahal proses pendaftaran jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi terbilang mudah dan tidak 
rumit, tidak seperti proses pengajuan klaim yang lebih memerlukan banyak 
dokumen. 
2. Kepatuhan hukum PT Adi Nugroho Konstruksindo dalam melaksanakan 
jaminan sosial bagi pekerja sektor jasa konstruksi mencerminkan kepatuhan 
hukum bersifat compliance, yaitu kepatuhan terhadap hukum agar terhindar 
dari akibat atau sanksi hukum. Artinya, kepatuhan hukum PT Adi Nugroho 
Konstruksindo terhadap ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi muncul karena adanya pengaruh di luar 
dirinya bukan dari jiwa dan keyakinan yang dimiliki. Pelaksanaan PT Adi 
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Nugriho Konstruksindo terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi dinyatakan patuh hukum tetapi dalam proses 
pelaksanaanya masih banyak kekurangan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang disusun dalam kesimpulan, 
maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi PT Adi Nugroho Konstruksindo seharusnya melaksanakan semua proses 
pendaftaran proyek sesuai dengan ketentuan terutama jangka waktu 
pendaftaran proyek harus dilakukan dengan segera serta kelengkapan dokumen 
administrasi pendaftaran proyek harus diisi dengan jelas, benar dan selengkap-
lengkapnya atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan kesadaran karena jaminan 
sosial ketenagakerjaan merupakan hak pekerja. Bagi BPJS Ketenagakerjaan 
seharusnya bersikap tegas dan jangan memberikan toleransi terhadap aturan 
yang sifatnya fleksibel atau kurang tegas karena ini bisa mendorong perilaku 
kontraktor untuk mengabaikan beberapa hal. 
2. PT Adi Nugroho Konstruksindo sebaiknya melakukan evaluasi terhadap proses 
pelaksanaan tersebut dan meningkatkan kesadaran hukum yang dimiliki 
dengan memahami arti penting jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
sektor jasa konstruksi. Hal ini agar pelaksanaan PT Adi Nugroho 
Konstruksindo terhadap ketentuan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan 
bagi pekerja sektor jasa konstruksi didorong jiwa dan keyakinannya bahwa 
fungsi hukum itu untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan 
keadilan. 
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